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Hubungan Kualitas Pemberian Pinjaman Kemitraan BUMN 
dengan Efektivitas Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman 
 
The Relationship of Quality Partnership Loan Giving By State Owned 
Enterprise and The Effectiveness of Collectibility Return 
 
 
Edwin Khristian 
Hj. Nurleni 
M. Achyar Ibrahim 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan antara Kualitas 
Pemberian Pinjaman Kemitraan BUMN dengan Efektivitas Tingkat Kolektibilitas 
Pengembaliannya, serta menentukan besaran pengaruhnya. Peneliti menggunakan 
metode analisis koefisien korelasi Rank Spearman, yang membandingkan rs hasil 
penelitian dengan rs tabel Rank Spearman. Jika dari rs hasil penelitian lebih besar 
dari rs tabel maka hipotesis diterima sedangkan jika rs hasil penelitian lebih kecil dari 
rs tabel maka tidak terdapat hubungan atau hipotesis ditolak. Untuk mengetahui 
kuatnya hubungan antara keduanya digunakan koefisien determinasi. Berdasarkan 
hasil penelitian rs hitung sebesar 0.894 lebih besar dari rs tabel yaitu 0.377, dengan 
kata lain terdapat hubungan antara kualitas pemberian pinjaman kemitraan BUMN 
dengan efektivitas kolektibilitas pengembalian pinjamannya.  Besarnya hubungan 
ditunjukkan dengan koefisien determinasi sebesar 80,05% yang menunjukkan 
hubungan keduanya yang cukup signifikan, 19,95% sisanya dipengaruhi oleh faktor 
lain yang tidak diteliti. 
  
 
Kata Kunci : Pinjaman Kemitraan, Tingkat Kolektibilitas, Usaha Kecil dan Koperasi 
 
 
This study aims to prove whether there is a relationship between the quality of 
Lending Partnership State-Owned Enterprise to Effectiveness Level Collectible 
Returns, and  determine the amount of influence. Researchers using Spearman 
Rank correlation coefficient analysis, which compares the results of  rs research with 
rs Spearman Rank table. If the results of rs research is greater than the rs table 
then the hypothesis is accepted, while if the result of rs research is smaller 
than the rs table then there is no relationship or hypothesis is rejected. To 
determine the strength of the relationship between the two we used the 
coefficient of determination. Based on the results rs research greater than rs table 
(0,894>0,377), in the other words there is a relationship between the quality of 
Lending Partnership State-Owned Company to Effectiveness Level Collectible 
Returns. The magnitude of the relationship is indicated by the determination 
coefficient of 80.05%, which shows the relationship between the two is significant,  
19.95% is influenced by other factors not examined. 
 
 
Keywords : Partnership Loan, Collectibility Return, Small Enterprises and 
Cooperatives 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pembangunan perekonomian di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan 
amanat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yakni ekonomi kerakyatan, 
mengutamakan kepentingan rakyat dan melibatkan kepentingan rakyat. Ini berarti 
sistem perekonomian Indonesia mengutamakan kegiatan ekonomi yang berorientasi 
untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak dan dilakukan oleh rakyat banyak. Sistem 
perekonomian khas perekonomian kerakyatan adalah usaha kecil dan koperasi. 
Sumbangan pembangunan ekonomi Indonesia melalui usaha kecil dan 
koperasi demikian besar dalam struktur perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki 
peran yang strategis baik secara ekonomis maupun politis. Fungsi ekonomi sektor ini 
antara lain menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai 
sedang dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam pertumbuhan 
ekonomi serta kontributif dalam memperoleh devisa negara. Secara sosial, fungsi 
sektor ini juga sangat penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan upaya 
pengentasan kemiskinan. 
Usaha kecil dan koperasi mampu bertahan dan memberikan kontribusi yang 
tidak kecil dalam membantu ekonomi rakyat serta dapat menyerap tenaga kerja yang 
pada saat ini semakin hari semakin membengkak jumlahnya karena peningkatan 
jumlah tenaga kerja produktif. Berbagai sistem pembinaan terhadap Usaha kecil dan 
koperasi telah dilaksanakan pemerintah yang melibatkan lembaga teknis seperti 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, 
dan lembaga perbankan melalui Kredit Usaha Kecil/Kredit Industri Kecil/Kredit Usaha 
Rakyat (KUK/KIK/KUR).  
Salah satu bentuk pemberdayaan (empowerment) dan pembinaan usaha 
kecil dan koperasi tersebut yaitu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang 
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dikenal dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yaitu kewajiban 
yang ditetapkan oleh pemerintah kepada setiap BUMN untuk melakukan pembinaan 
kepada usaha kecil dan koperasi dalam bentuk pemberian pinjaman kemitraan 
(pinjaman lunak untuk modal kerja, investasi dan perluasan tempat usaha) serta 
hibah bina lingkungan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja BUMN yang 
bersangkutan. Pola kemitraan ini bertujuan untuk saling menguntungkan dan dengan 
keterkaitan ini diharapkan Usaha kecil dan koperasi dapat dipacu pertumbuhannya 
sehingga dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.  
Kebijakan pembinaan usaha kecil dan koperasi oleh BUMN ini dikeluarkan 
oleh pemerintah pertama kali melalui Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor : 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Pembinaan mencakup beberapa 
aspek kegiatan usaha seperti bantuan permodalan investasi, pemasaran, pendidikan, 
teknik produksi dan manajerial, serta konsultasi. Sumber dana pembinaan ini berasal 
dari penyisihan laba BUMN yang seharusnya disetor ke Negara (deviden) yang 
besarnya maksimal 2% dan disalurkan kepada masyarakat berupa pemberian 
pinjaman modal kerja murah dengan bunga antara 6% per tahun dan masa bebas 
mengangsur (grace period) selama 1 (satu) bulan. BUMN yang melaksanakan 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini diberi istilah BUMN Pembina.  
Fenomena yang dihadapi oleh BUMN Pembina dalam pembinaan usaha 
kecil dan koperasi adalah terbatasnya dana yang tersedia dibandingkan dengan 
banyaknya permohonan (proposal kredit) yang masuk dan sulitnya menentukan 
usaha kecil dan koperasi yang akan dibina, yang diharapkan dapat terjamin dalam 
pengembalian pinjamannya dengan lancar. Apabila terjadi risiko kemacetan pinjaman 
akan menghambat program pemberian bantuan pinjaman kepada mitra binaan yang 
lain karena dana hasil pengembalian akan disalurkan kembali untuk pemberian 
pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi lainnya (dana bergulir). Pemberian 
pinjaman hanya dapat dilakukan apabila jenis usaha yang akan diberikan pinjaman 
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mempunyai prospek yang positif, yang berarti pinjaman yang diberikan dapat 
mendorong pertumbuhan usaha mitra binaan yang bersangkutan, sehingga pokok 
dan bunga (jasa administrasi) pinjamannya dapat dikembalikan tepat pada waktunya. 
Pertimbangan untuk memilih tema pengelolaan dana Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan (PKBL), khususnya Program Kemitraan yaitu mengenai 
pemberian pinjaman kemitraan kepada usaha kecil dan koperasi sebagai obyek 
penelitian disebabkan oleh beberapa faktor di bawah ini. 
1. Pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil dan koperasi merupakan pinjaman 
yang mempunyai karakteristik dan problematik tersendiri, antara lain adanya 
persepsi bahwa pinjaman yang diberikan merupakan kredit murah yang berasal 
dari perusahaan negara/uang negara, dengan sasaran kelompok usaha 
masyarakat lapis menengah ke bawah, sehingga ada anggapan keliru dari 
sebagian masyarakat bahwa dana yang disalurkan adalah hibah/tanpa 
keharusan yang mengikat dalam pengembalian pinjaman, hal ini merupakan 
salah satu permasalahan yang dihadapi unit PKBL di BUMN Pembina manapun. 
2. Pinjaman yang diberikan jumlahnya juga tidak kecil serta berjangka waktu 
menengah (1-3 tahun) dan dapat diperpanjang (2 tahun) setelah masa pinjaman 
pertama selesai, sehingga perlu diadakan pengawasan yang memadai supaya 
pinjaman yang diberikan terjamin keamanannya. 
3. Penerima pinjaman kemitraan (mitra binaan) adalah kelompok masyarakat yang 
belum dapat menjangkau kredit perbankan (non bank-able), yaitu kelompok 
usaha masyarakat yang tidak memiliki kekayaan/harta yang cukup sebagai 
jaminan/agunan dan atau belum mampu memenuhi persyaratan kredit dari 
perbankan. 
Untuk mendukung masalah yang akan diteliti, peneliti mengambil rujukan 
dari penelitian terdahulu (Arie Kurniawan, 2000) yaitu: “Analisis Hubungan Jaminan 
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Pemberian Kredit dengan Efektivitas Pengembalian Qardhul Hasan (Kredit Murah di 
Bank Syariah)”. 
Obyek penelitiannya adalah apakah jaminan mempunyai hubungan 
terhadap pengembalian pinjaman (jaminan berupa aspek-aspek yang mendukung 
kelayakan usaha, ditinjau dari hasil penilaian formula “5C” (character, capacity, 
capital, condition of economy dan collateral). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ada hubungan antara jaminan terhadap terhadap kelancaran pengembalian 
pinjaman/pemberian kredit yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan 
kategori usaha kecil. 
Latar belakang penelitian adalah karena pemberian kredit usaha kecil 
kepada masyarakat yang tidak memiliki cukup jaminan bahkan tidak ada jaminan 
sama sekali. Hal ini menyebabkan penilaian kredit lebih menitikberatkan pada 
kesungguhan calon penerima kredit, yang dibuktikan dengan kehati-hatian dalam 
menilai dan meyakini latar belakang, kemampuan usaha/keuntungan, modal usaha 
dan prospek usaha calon penerima kredit. 
Peneliti tertarik untuk meneliti kembali tema permasalahan tersebut, namun 
pada penelitian kali ini terdapat perbedaan karena diarahkan pada pemberian 
kredit/pinjaman modal kerja kepada mitra binaan (kelompok usaha kecil dan koperasi) 
yang pendanaannya bersumber dari pengelolaan dana Program Kemitraan yang 
dikelola oleh BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam 
pengembangan/pemberdayaan masyarakat disekitar BUMN itu berada. Alasan yang 
dapat diungkapkan, bahwa pada penyaluran pinjaman kepada mitra binaan, pihak 
BUMN Pembina menyadari adanya ketidakmampuan dari mitra binaan dalam 
pemenuhan syarat adanya keharusan penyerahan jaminan berupa kekayaan/harta 
yang nilainya sebanding dengan pinjaman yang diterimanya, mengingat sasaran 
penerima pinjaman adalah kelompok usaha yang mempunyai modal relatif kecil, disisi 
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lain juga sadar akan adanya risiko yang timbul dari pemberian kredit/pinjaman yaitu 
timbulnya risiko macet/menunggak. 
Oleh karena itu dibuat kebijakan bahwa jaminan yang diserahkan oleh mitra 
binaan diperlakukan semata-mata sebagai tanda/bukti keseriusan (ikatan moral), 
yang akan mempengaruhi dalam penilaian persetujuan pemberian pinjaman. Tidak 
ada tindakan berupa eksekusi atas jaminan tersebut (berupa penyitaan sampai 
dengan pelelangan) apabila terjadi risiko macet atas pinjaman yang telah diberikan. 
Mengingat keharusan adanya penyerahan jaminan (agunan) oleh mitra 
binaan tidak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 316/KMK.016/1994 
dan aturan yang mengatur tentang PKBL lainnya, sementara pemberian pinjaman 
selalu mengandung risiko dalam pengembaliannya, maka unit pegelola PKBL PT 
Angkasa Pura I (Persero) membuat terobosan dengan mensyaratkan adanya 
keharusan menyerahkan jaminan dalam berkas proposal pinjaman yang diajukan 
oleh calon mitra binaan, yang akan dijadikan sebagai positif point dalam evaluasi 
penilaian kelayakan pemberian pinjaman. Namun jaminan tersebut tidak bersifat 
mutlak berupa harta/aset, akan tetapi dapat berupa jaminan pengganti seperti Surat 
Pernyataan/Surat Keterangan Penjaminan dari atasan langsung dari calon mitra 
binaan, apabila mitra binaan tersebut berupa Koperasi Pegawai di instansi tertentu. 
Kajian terhadap penerapan prosedur penilaian proposal pemberian 
pinjaman dengan penekanan pada prinsip “5C” sangat penting dalam proses seleksi 
dan prioritas pemberian pinjaman yang ditetapkan sebagai salah satu syarat pokok 
dalam permohonan pinjaman. Oleh karena itu, maka peneliti merasa tertarik untuk 
menjadikan masalah di atas sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul. 
“Hubungan Kualitas Pemberian Pinjaman Kemitraan BUMN dengan Efektivitas 
Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman”. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti 
merumuskan masalah sebagai berikut. 
1. Apakah kualitas pemberian pinjaman kemitraan BUMN melalui kajian penerapan 
prinsip “5C” mempunyai hubungan dengan tingkat kolektibilitas pengembalian 
pinjamannya? 
2. Bagaimana pengaruh kualitas pemberian pinjaman terhadap pengembalian 
pinjaman kemitraan oleh masing-masing mitra binaan? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data-data, menganalisis dan 
membuat kesimpulan tentang adanya hubungan antara kualitas pemberian pinjaman 
kemitraan melalui penerapan prinsip “5C” dengan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian 
Pinjaman, dengan tujuan untuk. 
1. Membuktikan apakah kualitas pemberian pinjaman kemitraan melalui kajian 
penerapan prinsip “5C” mempunyai hubungan dengan tingkat kolektibilitas 
pengembalian pinjaman? 
2. Membuktikan bagaimana pengaruh kualitas prinsip pemberian pinjaman masing-
masing terhadap pengembalian pinjaman kemitraan tersebut oleh mitra binaan? 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Adapun kegunaan teoretis penelitian ini adalah sebagai salah satu bahan 
acuan keilmuan untuk kepentingan penelitian dalam masalah yang sama atau terkait 
di masa yang akan datang. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 
Dari penelitian ini akan diperoleh informasi yang akurat dan relevan, yang 
dapat bermanfaat bagi. 
1. Peneliti, yaitu memperoleh pengetahuan sekaligus memahami masalah yang 
diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas kesesuaian antara 
fakta dengan dasar teori yang ada. 
2. Perusahaan, sebagai bahan masukan/sumbangan pemikiran dalam peningkatan 
mutu pada analisis pemberian pinjaman kemitraan kepada mitra binaan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 
 
2.1.1 Kualitas 
Pengertian atau definisi kualitas mempunyai cakupan yang sangat luas, 
relatif, berbeda-beda dan berubah-ubah. Mengingat hal tersebut, maka definisi dari 
kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat bergantung pada konteksnya dan 
beberapa pakar kualitas mendefinisikan kualitas dengan beragam interpretasi.  
Pakar manajemen dari Rumania, Juran (1989:16-17) mendefinisikan 
“kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya”, sedangkan pakar 
lainnya Crosby (1979:58) mendefinisikan “kualitas adalah kesesuaian dengan 
kebutuhan yang meliputi: availability, delivery, realibility, maintainability, dan cost 
effectiveness”. Dari pendapat kedua pakar tersebut kualitas (quality) atau mutu, 
secara singkat dapat diartikan sebagai tingkat kondisi yang memfokuskan kepada 
apa yang diharapkan oleh pemakainya. 
Dalam suatu pengendalian kualitas, proses pengendalian dirancang agar 
dapat meyakinkan bahwa tujuan manajemen kualitas yang ditetapkan pada tahap 
perencanaan, dapat dicapai pada saat realisasi produksi atau penyerahan produk 
atau jasa organisasi. Tujuan utama perencanaan kualitas adalah untuk 
mengembangkan produk dan proses yang disyaratkan agar memenuhi kebutuhan 
pemakainya. 
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2.1.2 Pinjaman 
 
2.1.2.1 Pengertian Pinjaman 
Kata pinjaman (kredit) berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti 
kepercayaan, atau dalam bahasa latin “creditum” yang berarti kepercayaan akan 
kebenaran. Dalam masyarakat, pengertian kredit sering disamakan dengan pinjaman, 
artinya bila seseorang mendapat kredit berarti mendapat pinjaman. 
Dalam pengertian sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang luas, 
antara lain dijelaskan dalam UU Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa. 
“Kredit/pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk 
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 
imbalan atau pembagian hasil keuntungan.” 
 
Menurut Tjoekam, (1999:38), keterkaitan kredit dengan dunia usaha adalah 
sebagai berikut. 
“Kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang 
atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi 
yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka tertentu 
sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dengan 
debitur”. 
 
Sedangkan menurut Sinungan (2001:12), pengertian kredit adalah sebagai 
berikut. 
“Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh pihak kepada pihak lain dan 
prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan 
datang, disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga”.  
 
Dari batasan-batasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu. 
1. Adanya suatu penyerahan uang atau tagihan, dapat juga barang, yang 
menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan dari 
pemberian pinjaman ini perusahaan akan memperoleh suatu tambahan nilai 
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pokok pinjaman tersebut, yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi BUMN 
yang bersangkutan. 
2. Dari proses pinjaman itu telah didasarkan pada suatu perjanjian saling 
mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajiban masing-masing. 
3. Dalam pemberian pinjaman ini tergantung kesepakatan pelunasan hutang dan 
bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati 
bersama. 
Dari definisi pinjaman di atas, menurut Firdaus (1985:13) dapat disimpulkan 
bahwa pada dasarnya suatu pinjaman mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 
1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang 
bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain. Orang atau badan 
demikian itu lazim disebut peminjam (kreditur); 
2. Adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau 
jasa, pihak ini lazim disebut sebagai debitur; 
3. Adanya kepercayaan dari kreditur kepada debitur; 
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur; 
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan 
uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali 
dari debitur; 
6. Adanya risiko, yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu 
seperti di atas (misal risiko macet, dan lain-lain), kredit itu pada dasarnya 
mengandung risiko. 
 
Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit, 
menurut Rahman (1995:46) dengan menunjuk ketentuan pada Undang-Undang 
Nomor : 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah. 
1. Kepercayaan, yaitu setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan 
lembaga pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh 
debitur, sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan; 
2. Waktu, yaitu jangka waktu antara pemberian kredit oleh lembaga 
pemberi kredit, dengan pembayaran kembali oleh debitur. Hampir dapat 
dipastikan tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu; 
3. Risiko, bahwa setiap pemberian kredit, jenis apapun akan terkandung 
risiko dalam jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran 
kembali. Ini berarti semakin panjang jangka waktu kredit, semakin tinggi 
risiko kredit tersebut; 
4. Prestasi, bahwa setiap kesepakatan yang terjadi antara lembaga 
pemberi kredit dan debitur mengenai pemberian kredit, maka pada saat 
itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi. 
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Kredit mempunyai sifat fleksibel, yaitu mengikuti kebutuhan calon debitur 
sehingga calon debitur hanya perlu memilih jenis kredit yang sesuai dengan tujuan 
mereka harapkan. Mengingat sifatnya yang fleksibel, maka banyak bermunculan 
jenis-jenis kredit yang dibebedakan menurut berbagai fungsi dan sifatnya.   
Secara umum jenis kredit dapat dibedakan sebagai berikut. 
1. Jenis kredit berdasarkan jenis pembiayaan, yaitu bentuk kredit dilihat dari obyek 
yang dibiayai dengan kredit tersebut, antara lain. 
a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh lembaga pemberi kredit 
kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya, yaitu untuk 
kebutuhan modal yang habis pakai dalam satu siklus usahanya, yaitu mulai 
dari perolehan uang tunai dari kredit yang diperoleh, digunakan untuk 
membeli bahan baku (untuk diproses lebih lanjut), lalu dijual, untuk 
memperoleh uang kas kembali. 
b. Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan oleh lembaga pemberi kredit 
kepada debiturnya untuk digunakan melakukan investasi/pembelian barang-
barang modal (barang yang tidak habis dalam satu siklus usahanya), artinya 
proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas, 
memerlukan jangka waktu yang cukup panjang, setelah melalui beberapa 
kali perputaran. 
2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktunya, yaitu dapat dibedakan menjadi. 
a. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya 
kurang dari satu tahun, misalnya kredit untuk membiayai kelancaran operasi 
perusahaan. 
b. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya 1 
(satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, misalnya kredit untuk menambah 
modal kerja/membeli bahan baku. 
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c. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya 
atau jatuh temponya melebihi 3 (tiga) tahun, misalnya kredit untuk investasi 
atau untuk perluasan usaha. 
Fasilitas pinjaman yang disediakan BUMN untuk usaha kecil dan koperasi, 
biasa disebut dengan pinjaman kemitraan adalah pinjaman modal kerja dan/atau 
pinjaman investasi. Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan pengembangan usaha 
berupa peningkatan produksi melalui pembelian bahan baku, penambahan mesin-
mesin dan penggunaan modal kerja lainnya.  Sedangkan dilihat dari jangka waktu 
pengembalian pinjamannya, termasuk kredit jangka menengah, atau bahkan jangka 
panjang. 
Fasilitas pembiayaan lainnya adalah berupa pembinaan terhadap usaha 
kecil dan koperasi yang telah menerima pinjaman kemitraan berupa hibah pembinaan 
(tanpa keharusan pengembalian). Hibah pembinaan ini berupa pendanaan untuk 
pembinaan dalam bentuk pelatihan teknis dan manajerial, pemasaran dan promosi 
dagang, serta pemagangan dan studi banding. 
Sedangkan mengenai pinjaman investasi, Muljono (1994:26) menjelaskan 
sebagai berikut. 
“Kredit investasi adalah kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk 
pembelian barang-barang modal, yaitu tidak habis pakai dalam satu siklus 
usaha, maksudnya proses dan pengeluaran uang kas dan kembali lagi akan 
menjadi uang akan memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah 
melalui beberapa putaran”.  
 
Adapun ciri-ciri dari pinjaman investasi menurut Sinungan (2001:20), adalah. 
1. Diperlukan untuk penanaman modal; 
2. Mempunyai perencanaan yang terarah dan matang; 
3. Waktu penyelesaian pinjaman berjangka waktu menengah dan panjang. 
 
 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pinjaman kemitraan yang 
diberikan oleh BUMN kepada usaha kecil dan koperasi, dan dipergunakan untuk 
membiayai perkembangan usahanya adalah termasuk pinjaman modal kerja dan 
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investasi. Sehubungan dengan jangka waktu pengembaliannya, maka pinjaman 
kemitraan BUMN termasuk kredit jangka menengah.  
Mengingat jumlah dana yang tersedia pada BUMN untuk pinjaman 
kemitraan ini cukup besar dan risiko yang mungkin terjadi, maka BUMN harus 
memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemberian pinjaman. Dengan 
berpedoman pada prinsip-prinsip yang diterapkan maka risiko yang timbul dapat 
diperkecil. 
 
 
2.1.2.2 Prinsip-prinsip Pemberian Pinjaman 
 Pemberian pinjaman menurut Djodjohadikusumo (1989:12), dalam bukunya 
Kredit Rakyat di Masa Depan, adalah “Suatu proses pemberian dana bantuan setelah 
finalisasi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh kreditur kepada 
debitur”. Secara umum prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh kreditur inilah 
yang dijadikan dasar/prinsip pemberian pinjaman. 
Dalam setiap pemberian pinjaman diperlukan adanya pertimbangan serta 
kehati-hatian sehingga pinjaman yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan 
terjamin pengembalian pinjaman tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan 
perjanjian. Di bawah ini akan dibahas tentang prinsip-prinsip atau azas-azas 
pemberian pinjaman secara sehat yang klasik, yaitu prinsip “5C”, yang terdiri dari. 
a. Character/Karakter (Watak/Kepribadian) 
Melalui penilaian karakter pihak penjamin, unit pengelola PKBL BUMN ingin 
mempunyai keyakinan bahwa usaha kecil dan koperasi tersebut benar-benar 
mempunyai watak dan sifat-sifat pribadi lainnya yang positif dan juga memiliki rasa 
tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam hubungannya 
dengan masyarakat luas. Melalui penilaian ini, unit pengelola PKBL dapat mengetahui 
bagaimana tingkat kejujuran dan integritas, serta maksud baik para pengusaha kecil 
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dan pengurus koperasi, yaitu kesungguhannya untuk memenuhi kewajibannya 
sebagai peminjam di masa yang akan datang. 
Dalam prakteknya untuk sampai pada pengetahuan bahwa para pengusaha 
Usaha kecil dan koperasi tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat 
sebagai peminjam tidaklah semudah yang diduga terutama untuk peminjam yang 
baru untuk pertama kalinya, karena masing-masing manusia mempunyai watak yang 
berbeda satu sama yang lainnya. Oleh karena itu dalam upaya penyelidikan tentang 
watak/karakter ini unit pengelola PKBL haruslah mengumpulkan informasi dari pihak-
pihak yang dapat dipercaya mengenai alat/bahan untuk dapat memperoleh data atau 
informasi tentang karakter dari calon mitra binaan, juga mempunyai keterampilan 
psikologis praktis untuk dapat mengetahui watak dari calon mitra binaan. Untuk 
memperoleh gambaran tentang karakter dari calon mitra binaan, dapat ditempuh 
melalui penelitian riwayat hidup calon mitra binaan, penilaian reputasi calon mitra 
binaan tersebut di lingkungan usahanya, memintakan informasi kepada asosiasi-
asosiasi usaha dimana calon mitra binaan tersebut bergabung, dan cara lainnya. 
Untuk peminjam lama yang akan memperpanjang atau mengulang fasilitas 
pinjamannya akan lebih mudah didapat, yaitu antara lain dari performansi/kondite 
pinjamannya pada masa lalu. Kondite pinjaman di masa lalu yaitu apakah 
pengembaliannya lancar atau pernah mengalami hambatan atau kemacetan, akan 
menjadikan pertimbangan bagi kreditur dalam memberikan kredit lanjutan. 
b. Capacity/Kapasitas (Kemampuan) 
Berdasarkan penilaian capacity atau kemampuan dari perusahaan pemohon 
pinjaman, maka unit pengelola PKBL dapat mengetahui calon debitur (mitra binaan) 
untuk melunasi kewajiban-kewajibannya atas dasar kegiatan usaha yang 
dilakukannya, yang akan dibiayai dengan pinjaman yang diterimanya. Dalam 
kaitannya dengan syarat capacity atau kemampuan ini, unit pengelola PKBL harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 
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1) Angka-angka hasil produksi; 
2) Angka-angka penjualan dan pembelian; 
3) Perhitungan laba rugi usahanya saat ini dan proyeksinya; 
4) Data-data keuangan di waktu-waktu yang lalu, yang tercermin di dalam laporan 
keuangan Usaha kecil dan koperasi tersebut, sehingga akan dapat diukur 
kemampuan perusahaan calon penerima pinjaman untuk melaksanakan rencana 
kerjanya di waktu yang akan datang dalam hubungannya dengan penggunaan 
pinjaman tersebut. 
Menurut Muljono (1993:14), pengukuran kapasitas dari calon mitra binaan 
dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain. 
1. Pendekatan historis, yaitu menilai kondisi masa lalu calon mitra binaan 
yang bersangkutan, apakah usahanya banyak mengalami kegagalan 
atau selalu menunjukkan perkembangan yang semakin maju dari waktu 
ke waktu; 
2. Pendekatan financial, yaitu menilai proses neraca, laporan rugi-laba 
calon mitra binaan yang bersangkutan, untuk mengetahui berapa 
besarnya solvabilitas, likuiditas, rentabilitas, serta tingkat risiko 
usahanya; 
3. Pendekatan edukatif, yaitu menilai latar belakang pendidikan calon mitra 
binaan yang bersangkutan, hal ini penting untuk perusahaan yang 
memerlukan kemampuan teknologi dan profesionalisme yang tinggi; 
4. Pendekatan yuridis, yaitu menilai apakah calon mitra binaan yang 
bersangkutan secara yuridis mempunyai kepastian untuk mewakili 
dirinya atau badan usaha yang diwakilinya; 
5. Pendekatan manajerial, yaitu menilai bagaimana kemampuan dan 
keterampilan calon mitra binaan yang bersangkutan dalam memimpin 
kegiatan usahanya; 
6. Pendekatan teknis, yaitu menilai bagaimana kemampuan calon mitra 
binaan yang bersangkutan dalam mengelola faktor-faktor produksi yang 
dimilikinya. 
 
 
c. Capital (Modal) 
Penilaian ini didasarkan bahwa di dalam dunia usaha yang murni, semakin 
besar kekayaan seseorang ataupun perusahaan, dia akan semakin dipercaya untuk 
diberi pinjaman, tentu saja hal itu juga dapat diterima secara rasional. Seorang atau 
sebuah perusahaan yang memiliki komposisi modal sendiri jauh lebih besar dari 
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modal pinjamannya, akan berusaha menjalankan usahanya dengan lebih 
bersungguh-sungguh supaya dia tidak mengalami kerugian. 
Dengan kata lain penilaian capital ini menunjukkan posisi financial 
perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan 
penekanan pada komposisi “tangible networth” nya. Unit pengelola PKBL harus 
mengetahui bagaimana perimbangan antara jumlah hutang dengan jumlah modal 
sendiri, untuk itu BUMN harus. 
1) Menganalisa neraca selama sedikitnya dua tahun terakhir; 
2) Mengadakan analisa rasio untuk dapat mengetahui likuiditas, solvabilitas, 
rentabilitas dari perusahaan calon mitra binaan. 
Muljono (1993:16) lebih lanjut menyatakan bahwa dalam praktek sehari-hari 
kemampuan modal ini antara lain dapat dimanifestasikan dalam bentuk. 
“Kewajiban untuk menyediakan modal sendiri guna mendanai seluruh 
kegiatan perusahaan dalam jumlah tertentu dan sebaiknya kemampuan 
mendanai seluruh kegiatan perusahaan dengan modal sendiri (self 
financing) ini lebih besar dari kredit yang akan dimintakan dari lembaga 
pemberi kredit”. 
 
 
d. Collateral (Jaminan) 
Collateral ialah jaminan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diberikan (agunan) atau jaminan dari adanya kelayakan 
usaha. Kelayakan usaha dapat dinilai dari manajemen, pemasaran, teknik produksi, 
cash flow untuk memenuhi kewajiban-kewajiban, dan usaha yang dibiayai tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum atau tidak mengganggu lingkungan (amdal).  
Manfaat agunan adalah sebagai alat pengaman jika usaha yang dibiayai 
dengan pinjaman tersebut gagal atau karena sebab lainnya, mitra binaan tidak 
mampu melunasi kredit dari hasil usahanya yang normal. Agunan dimanfaatkan 
sebagai alat pengamanan dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidak-pastian 
dalam kurun waktu yang akan datang pada saat kredit tersebut harus dilunasi. 
Penilaian terhadap agunan ini harus ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut ekonomisnya 
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dari barang-barang yang akan dijaminkan serta nilai yuridisnya, yaitu apakah barang-
barang yang dijaminkan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai 
sebagai barang jaminan. 
Perihal jaminan dalam penyaluran pinjaman kemitraan yang berasal dari 
dana PKBL agak berbeda dari uraian tersebut, karena ketentuan yang mendasari 
pengelolaan dana PKBL tersebut tidak mengharuskan adanya jaminan. Namun unit 
pengelola PKBL mengambil inisiatif tetap mensyaratkan adanya penyerahan jaminan 
dari mitra binaan, tetapi jaminan hanya diperlakukan sebagai bukti pengikatan 
hubungan antara pihak pemberi pinjaman dengan mitra binaan yang menerima 
pinjaman, dan apabila terjadi kemacetan dengan pinjamannya, tidak ada kebijakan 
yang mengharuskan sita/eksekusi terhadap jaminan tersebut. 
e. Condition of Economy (Kondisi Perekonomian) 
Kondisi Ekonomi/perekonomian ialah kondisi, politik, sosial, budaya dan 
lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat. Dengan 
penilaian ini, unit pengelola PKBL akan mengetahui seberapa jauh kondisi itu yang 
bersangkutan. Dalam hal ini unit pengelola PKBL harus memperhatikan. 
1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon mitra 
binaan. 
2) Kondisi usaha calon mitra binaan, perbandingannya dengan sejenis lainnya di 
daerah dan lokasi lingkungannya. 
3) Keadaan pemasaran dari usaha calon peminjam. 
4) Prospek usaha di masa yang akan datang untuk kemungkinan bantuan pinjaman 
kemitraan dari BUMN. 
5) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industry dimana 
perusahaan pemohon pinjaman termasuk di dalamnya. 
 
Para ahli mengungkapkan beberapa pengertian tentang kondisi ekonomi ini. 
Menurut Dornbusch (2008:3) yang dimaksud dengan kondisi ekonomi adalah. 
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“Situasi dan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang dapat 
mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh 
pinjaman, seperti: kebijakan investasi, tingkat upah dan harga, kebijakan 
fiskal (menyangkut pengeluaran dan penerimaan pemerintah), kebijakan 
tingkat suku bunga”. 
 
Penilaian terhadap kondisi ekonomi dimaksudkan untuk mengetahui 
bagaimana kondisi perekonomian suatu negara atau suatu daerah akan memberikan 
dampak bagi perusahaan yang memperoleh pinjaman. Baik itu dampak yang bersifat 
positif maupun dampak negatif yang berakibat langsung maupun tidak langsung. 
Lima prinsip atau syarat tersebut di atas sebaiknya dimiliki oleh calon mitra 
binaan dalam komposisi yang seimbang dan saling melengkapi, artinya tidak ada 
yang terlalu tinggi, sementara yang lainnya lemah sama sekali. Dengan dipenuhinya 
lima prinsip atau syarat tersebut maka pihak kreditur telah menerapkan kehati-hatian 
dalam penyaluran kredit.  
 
2.1.2.3 Analisis Pinjaman 
Kasmir (2002:120) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 
menjelaskan aspek-aspek yang perlu dinilai dalam penentuan kelayakan pemberian 
fasilitas kredit/analisis pinjaman adalah sebagai berikut. 
1. Aspek hukum/Yuridis 
Dalam aspek ini, tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan 
keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. 
Penilaian ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang 
diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan 
masalah dikemudian hari.  
2. Aspek Pemasaran (Marketing) 
Dalam aspek ini dinilai besar kecilnya permintaan terhadap produk yang 
dihasilkan dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, 
sehingga akan diketahui prospek usaha tersebut sekarang dan dimasa 
yang akan datang. 
3. Aspek Keuangan 
Analisa aspek ini terhadap perusahaan pemohon kredit sangat 
menentukan jumlah dari kebutuhan usaha dan juga terpenting untuk 
menilai kemampuan berkembangnya usaha pada masa mendatang 
serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar 
kreditnya. 
4. Aspek Teknis 
Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengamati perusahaan dari 
segi fisik serta lingkungannya agar perusahaan tersebut sehat dan 
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produknya mampu bersaing di pasaran dengan masih memperoleh 
keuntungan yang memadai. 
5. Aspek Manajemen 
Penilaian aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi 
perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang 
pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman 
perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi 
pertimbangan lain. 
6. Aspek Sosial Ekonomi 
Penilaian aspek ini digunakan untuk menganalisis dampak yang 
ditimbulkan akibat adanya proyek atau usaha pemohon kredit terhadap 
perekonomian masyarakat dan sosial secara umum. 
7. Aspek AMDAL 
Merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, laut atau udara, 
termasuk kesehatan manusia apabila usaha atau proyek pemohon kredit 
dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit 
disalurkan, sehingga proyek atau usaha yang dibiayai tidaka akan 
mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya. 
 
Aspek-aspek yang diungkapkan oleh Kasmir tersebut dan perlu dinilai dalam 
penentuan kelayakan pemberian fasilitas kredit/analisis pinjaman pada umumnya 
dapat diterapkan dalam penilaian/analisis pinjaman kepada calon mitra binaan, yaitu. 
a. Aspek Manajemen dan Organisasi (Umum) 
Dalam aspek ini, unit pengelola PKBL sebagai pemberi pinjaman, dalam 
menentukan keputusan pemberian pinjamannya harus memperhatikan dan meneliti 
hal-hal umum dari suatu perusahaan yang akan diberi pinjaman, hal-hal tersebut 
diantaranya bentuk, nama dan alamat perusahaan, susunan manajemen dari 
perusahaan, bidang usaha perusahaan, rekanan perusahaan, struktur organisasi 
perusahaan pemohon pinjaman dan sebagainya. 
b. Aspek Pemasaran (Komersial) 
Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam aspek ini, meliputi masalah 
pemasaran produk dari perusahaan dan harga produk yang ditawarkan kepada 
konsumen, kondisi dan posisi para pesaing, jumlah penjualan dari tiap-tiap jenis 
produk yang ditawarkan, serta kegiatan promosi produk yang akan dijual dan lain-lain. 
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c. Aspek Teknis 
Dalam usaha pemberian pinjaman kepada para calon mitra binaan akan 
meneliti aspek teknis dari perusahaan pemohon/calon mitra binaan. Aspek teknis 
yang harus diteliti adalah bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan dalam 
proses produksi, tanah dan lokasi usaha, bangunan yang meliputi hak kepemilikan, 
sewa umum dari bangunan dan harga bangunan, kegiatan atau proses produksi, 
perincian mengenai mesin dan peralatan yang digunakan oleh perusahaan,  jumlah 
tenaga kerja yang terdapat dalam perusahaan, dan lain-lain. 
d. Aspek Yuridis (Hukum) 
Unit pengelola PKBL sebagai pemberi pinjaman, sebelum memberikan 
pinjamannya kepada calon mitra binaan, haruslah terlebih dahulu meneliti apakah 
perusahaan sudah menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk 
izin-izin perusahaan yang diperlukan. 
e. Aspek Sosial-Ekonomi 
Dalam aspek ini, yang harus diperhatikan oleh unit pengelola PKBL adalah 
hal-hal seperti manfaat ekonomis bagi penduduk sekitar dan pengaruhnya terhadap 
struktur perekonomian penduduk di sekitar lokasi perusahaan berada, jumlah tenaga 
kerja yang dapat diserap dalam proyek oleh perusahaan yang bersangkutan, jenis 
usaha dari perusahaan pemohon. 
f. Aspek Keuangan 
Aspek terakhir yang harus dianalisa oleh unit pengelola PKBL dan 
merupakan aspek yang paling penting adalah aspek keuangan. Dengan melakukan 
penelitian terhadap aspek keuangan, akan dapat diketahui likuiditas, solvabilitas, 
rentabilitas serta stabilitas usaha. Juga akan dapat diketahui berapa lama suatu 
investasi akan dapat dikembalikan. 
Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keputusan yang 
diambil dalam pemberian pinjaman didasarkan atas kesimpulan yang diperoleh dari 
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hasil penelitian aspek keuangan. Agar dapat melaksanakan analisis pemberian 
pinjaman/kredit yang baik, harus dilaksanakan berbagai teknis analisis 
keuangan. Untuk keperluan tersebut pembahasan disini akan secara bertahap 
sebagai berikut. 
1. Penentuan Besarnya Kebutuhan Kredit 
Dengan melihat anggaran modal (capital budgeting) atau dari rencana 
penggunaan pinjaman yang diajukan oleh pemohon pinjaman, analis dapat 
menentukan besarnya kebutuhan pinjaman yang digunakan untuk biaya 
investasi. Biaya investasi ini biasanya tidak ditanggung secara penuh, ada 
sebagian yang disediakan oleh peminjam sendiri dalam bentuk self financing. 
Besarnya pinjaman yang diberikan yaitu cost of project dikurangi dengan self 
financing. Tujuan dari penentuan jumlah kebutuhan investasi adalah 
dihubungkan dengan kemampuan calon mitra binaan dalam menyiapkan dana. 
Selain itu dengan diketahui jumlah kebutuhan pinjaman dapat dibuat jadwal 
pencairan pinjaman, sesuai dengan rencana pengembangan mitra binaan. 
2. Penilaian Posisi Keuangan yang Telah Ada dan Prospek Posisi Keuangan 
Dimasa yang Akan Datang 
Penilaian posisi keuangan perusahaan meliputi likuiditas, solvabilitas dan 
rentabilitas. Untuk mengetahui posisi keuangan yang telah ada, analis pinjaman 
dapat melakukan analis terhadap laporan keuangan peminjam beberapa periode 
terakhir. Dari analisis ini akan diketahui posisi keuangan perusahaan, juga 
perkembangan dan kecenderungannya. Untuk menilai prospek posisi keuangan 
di masa yang akan datang harus dibuat proyeksi laporan keuangan, yang terdiri 
dari proyeksi neraca dan proyeksi rugi-laba. Tentunya pembuatan proyeksi 
laporan keuangan ini berdasarkan kepada hasil analisis laporan keuangan 
beberapa periode terakhir dan telah memasukkan rencana perolehan pinjaman 
ke dalam perhitungannya. 
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3. Penilaian Prospek Keuangan Terutama Mengenai Volume Pendapatan dan 
Laba Bersih di Masa yang Akan Datang 
Dengan menganalisis proyeksi perhitungan rugi-laba akan dapat diketahui 
volume pendapatan serta berapa besarnya laba atau rugi yang akan diperoleh 
tiap dua periode yang akan datang. Apabila dari usaha yang ada menunjukkan 
adanya kerugian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proyek investasi yang 
ada tidak feasible. Selain menganalisis proyeksi perhitungan rugi-laba, perlu juga 
menganalisis break even point. Dengan analisis break even point akan dapat 
diketahui penjualan minimal yang harus dicapai oleh calon mitra binaan agar 
tidak mengalami kerugian. Kalau hal ini sudah diketahui, maka dapat dinilai 
apakah calon mitra binaan mampu mencapai tingkat volume penjualan tersebut. 
4. Penilaian Proyeksi Sumber-sumber dan Penggunaan Dana 
Setelah laba atau rugi suatu perusahaan dapat diketahui, analis mempunyai 
tugas lebih lanjut untuk mengadakan evaluasi apakah hasil keuntungan bersih 
tadi dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya pada perusahaan dan 
darimana sumber-sumber dana tersebut akan dapat diperoleh. Oleh karena itu 
perlu disusun sebuah estimasi dari sumber-sumber dan penggunaan dana. Untuk 
dapat menyusun sumber-sumber dan penggunaan dana ini harus mengetahui 
semua kegiatan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, termasuk neraca 
dan laporan laba-rugi, dari estimasi perhitungan laba-rugi dan estimasi sumber 
dan penggunaan dana tersebut, baru akan dapat diketahui posisi serta potensi 
dan suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajibannya pada 
perusahaan pemberi pinjaman. 
5. Penilaian Proyeksi Cash Flow 
Dengan menilai proyeksi cash flow dapat ditentukan kapan dan berapa besarnya 
pinjaman yang akan dilaksanakan, kapan dan berapa besarnya angsuran 
pinjaman dapat dilakukan dan kemungkinan adanya surplus atau defisit karena 
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rencana operasi perusahaan. Apabila dari estimasi atau proyeksi cash flow untuk 
beberapa periode menunjukkan hasil surplus, maka dapat disimpulkan bahwa 
proyek tersebut secara finansial dapat dikatakan feasible. 
6. Penilaian Hasil Investasi 
Pada umumnya penilaian atas semua proyek investasi didasarkan atas 
kemampuan dalam memperoleh laba. Analis Kredit dalam penilaiannya 
menitikberatkan pada kemampuan proyek investasi yang menghasilkan laba, 
yang memungkinkan untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunganya. 
Oleh karena itu perusahaan perlu mengandalkan penilaian yang cermat 
mengenai hasil investasi, dihubungkan dengan nilai waktu dari ruang. 
 
2.1.3 Usaha Kecil dan Koperasi 
 
2.1.3.1 Pengertian Usaha Kecil dan Koperasi 
Pengertian usaha kecil dan koperasi dan istilah yang berkaitan dengan 
pembinaan usaha kecil dan koperasi menurut Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1995 
tentang Usaha Kecil, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, adalah sebagai berikut: 
1. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 
kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; 
2. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih 
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini; 
3. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan 
usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 
lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik 
negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan 
kegiatan ekonomi di Indonesia. 
24 
   
 
 
4. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah 
daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk 
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, 
kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang 
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 
5. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah 
daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah 
secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-
undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar 
usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, 
kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-
luasnya. 
6. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk 
memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian 
fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha 
mikro, kecil, dan menengah. 
7. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan 
lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan 
memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah. 
8. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, kecil, dan 
menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk 
memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka 
memperkuat permodalannya. 
9. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan 
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. 
 
Kemudian pengertian koperasi, tujuan dan fungsi serta peran menurut 
Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, adalah sebagai 
berikut. 
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan 
asas kekeluargaan; 
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan 
koperasi; 
3. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 
orang seorang serta dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang; 
4. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan koperasi serta dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi; 
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan 
perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita 
bersama koperasi; 
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Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya 
dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian 
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 
berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan fungsi dan 
peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian, adalah: 
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 
kehidupan manusia dan masyarakat; 
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko 
gurunya; 
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 
nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas 
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 
 
 
2.1.3.2 Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi 
Pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui Pemanfaatan Dana 
Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam Surat Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor : 316/KMK.16/1994, dan telah mengalami beberapa kali 
perubahan. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Program 
Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, kementerian 
BUMN mengeluarkan Pedoman Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan 
Program Bina Lingkungan melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor : 236/MBU/2003 
tanggal 17 Juni 2003, dengan hal-hal pokok sebagai berikut. 
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) 
dan Perusahaan Umum (PERUM). 
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi 
kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan 
sebagaimana diatur dalam keputusan ini. 
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3. Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil (selanjutnya disebut Program 
Kemitraan) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar 
menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 
4. Mitra binaan adalah usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program 
Kemitraan. 
5. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan. 
6. Dana Program Kemitraan, bersumber dari. 
a. Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% 
(tiga persen). 
b. Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program 
Kemitraan setelah dikurangi beban operasional. 
c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain jika ada. 
7. Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk. 
a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap 
dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. 
b. Pinjaman Khusus 
1) Untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra 
Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan 
dari rekanan usaha mitra binaan. 
2) Perjaanjian pinjaman dilaksanakan antara 3 (tiga) pihak, yaitu BUMN, 
mitra binaan dan rekanan usaha mitra binaan dengan kondisi yang 
ditetapkan oleh BUMN. 
c. Hibah 
1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, 
promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas 
mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian. 
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2) Besarnya dana hibah ditetapkan maksimal 20% (duapuluh persen) dari 
dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. 
8. Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan. 
a. Calon mitra binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman 
dalam rangka pengembangan usahanya, dengan memuat sekurang-
kurangnya data sebagai berikut. 
1) Nama dan alamat unit usaha; 
2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha; 
3) Bukti identitas diri dari pemilik/pengurus; 
4) Bidang usaha; 
5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang (jika 
ada). 
 
2.1.4 Efektivitas dan Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman 
 
2.1.4.1 Pengertian Efektivitas Pengembalian Pinjaman 
Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan unit-unit dalam 
mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas menyatakan bagaimana tujuan/sasaran 
yang ingin dicapai telah terlaksanakan. Efektivitas menunjukkan apakah tujuan atau 
sasaran perusahaan telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan perusahaan 
tersebut. 
 Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata 
dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2003:14) 
efektivitas adalah ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan 
sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil 
yang ditentukan”.  
Pengertian efektivitas menurut Handayaningrat (1996:16) dalam buku Azas-
azas Organisasi Manajemen adalah “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti 
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tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Pendapat 
Hadayaningrat mengartikan efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan 
tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.  
Berdasarkan pendapat kedua di atas efektivitas adalah suatu komunikasi 
yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan 
yang ditentukan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas 
pengembalian pinjaman merupakan hubungan antara output suatu pengembalian 
pinjaman dengan sasaran/target pengembalian pinjaman yang harus dicapainya. Jika 
output suatu pengembalian pinjaman kemitraan memberikan sumbangan terhadap 
tujuan pengelolaan dana pinjaman kemitraan, maka pengembalian pinjaman tersebut 
dikatakan efektif. 
Semakin banyak output dapat disumbangkan oleh suatu pengembalian 
pinjaman dalam rangka mencapai realisasi atas target penerimaan pengembalian 
pinjamannya, maka semakin efektiflah pengembalian tersebut. Karena baik sasaran 
maupun output dari suatu unit kerja sering sekali sulit dikuantitaskan, maka 
pengukuran efektivitas sulit untuk ditetapkan secara terperinci. Oleh karena itu, sering 
tingkat efektivitas ini digambarkan dalam besaran yang bersifat kualitatif saja. 
 
2.1.4.2 Pengertian Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman 
Kolektibilitas berasal dari bahasa Inggris “collectible” yang berarti yang 
dapat ditagih, atau tagihan yang dapat ditagih oleh pengelola pinjaman, kepada 
peminjam/debitur, sebagai akibat dari transaksi pinjam-meminjam. Kolektibilitas/ 
pengembalian pinjaman, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dalam Surat 
Edaran Nomor : 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, adalah “Keadaan 
pembayaran pokok/angsuran pokok dan bunga, biaya-biaya oleh nasabah dan 
kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga 
dan penanaman lainnya”.  
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Sedangkan pada Surat Edaran Nomor : 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 
diuraikan bahwa kolektibilitas produktif adalah “….keadaan pembayaran pokok atau 
angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah” (hal 120). Penilaian kolektibilitas 
aktiva produktif yang timbul karena adanya pemberian fasilitas kredit, adalah 
“….berdasarkan kepada ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta 
kemampuan peminjam, yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan” (hal 
123). 
Kolektibilitas mempunyai arti penting, karena meliputi jumlah yang besar, 
yang dapat digunakan untuk mendanai penyaluran pinjaman berikutnya (sistem dana 
bergulir). Kolektibilitas kredit/pinjaman adalah indikator yang menunjukkan kualitas 
aktiva produktif suatu lembaga peminjaman, yang disalurkan kepada nasabah 
debitur/peminjam berupa kredit/pinjaman. Kolektibilitas merupakan suatu ukuran 
untuk mengukur kualitas pinjaman. Dari kolektibilitas kita bisa menarik kesimpulan 
tentang kemungkinan pengembalian dari pinjaman yang disalurkan oleh lembaga 
peminjaman.  
Penentuan kolektibilitas adalah wewenang lembaga yang memberikan 
pinjaman. Bila dulu pengukuran kolektibilitas hanya dilihat dari ketepatan waktu 
pembayaran angsuran pokok dan bunganya saja, maka dalam perkembangannya, 
penentuan kolektibilitas pinjaman, aspek penilaiannya diperluas menjadi 3 (tiga) 
aspek penilaian, yaitu prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. 
Jadi kolektibilitas itu tidak hanya dilihat dari kemampuan membayar 
angsuran dengan tepat waktu, juga dilihat dari kemungkinan diterimanya kembali 
dana yang ditanamkan kepada peminjam/debitur. Jika kolektibilitas hanya dilihat dari 
ketepatan waktu pembayaran, lembaga peminjaman tidak akan bisa mendapatkan 
gambaran yang obyektif dari keadaan peminjam, apakah uang yang digunakan untuk 
pembayaran angsuran itu berasal dari usaha atau bisa saja uang tersebut berasal 
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dari uang hasil penjualan aktiva perusahaan, atau mungkin dari hasil meminjam lagi 
dari pihak lain, atau yang biasa disebut “gali lubang tutup lubang”. 
 
2.1.4.3 Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Kemitraan 
Pada pengelolaan pinjaman kemitraan, penilaian kolektibilitas pengembalian 
pinjaman mengacu kepada Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 
tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. 
Dalam Keputusan Menteri BUMN tersebut, khususnya Aspek Administrasi disebutkan 
salah satu Indikator Kinerja PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) yaitu 
Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman, yang dihitung dengan formula sebagai 
berikut. 
 
Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara 
bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masng kategori 
kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot 
kolektibilitas (%) untuk masing-masing kategori/kelompok pinjaman adalah Lancar 
(100%), Kurang Lancar (75%), Diragukan (25%) dan Macet (100%). Sedangkan 
jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada usaha kecil dan 
koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. 
 
2.2 Kerangka Pemikiran 
Sebagaimana diketahui bahwa maksud pemerintah melalui BUMN 
memberikan fasilitas pinjaman dengan jasa administrasi (bunga) rendah, dengan 
prosedur dan persyaratan khusus yang lebih sederhana adalah untuk mendorong 
usaha kecil dan koperasi dalam memperluas dan meningkatkan usahanya.  Dengan 
peningkatan usahanya diharapkan usaha kecil dan koperasi dapat menaikkan nilai 
Rata-rata tertimbang Kolektibilitas Pinjaman PUKK
Jumlah Pinjaman yang Disalurkan
Tingkat Kolektibilitas 
Pengembalian Pinjaman
=
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tambah yang sebesar-besarnya yang pada akhirnya bisa menjadi mandiri, namun 
disisi lain keamanan fasilitas (berupa pinjaman) yang diberikan harus terjamin dari 
risiko macet. 
Dalam setiap pemberian pinjaman diperlukan adanya pertimbangan serta 
kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pinjaman benar-
benar terwujud. Sehingga pinjaman yang diberikan dapat tepat sasarannya dan 
terjamin pengembaliannya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakati bersama. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMN Pembina harus berhati-hati dalam 
memberikan pinjaman kemitraannya. Bagaimanapun juga aktivitas pemberian 
pinjaman ini mengandung suatu tingkat risiko. Untuk menghindari maupun 
memperkecil risiko pinjaman yang terjadi, maka BUMN Pembina harus mengadakan 
pengkajian yang seksama atas dasar syarat-syarat yang sudah diatur sesuai 
ketentuan yang berlaku dan diperlukan inovasi-inovasi yang memadai. 
Aspek keuangan merupakan aspek penting dalam penilaian terhadap 
kelayakan pemberian pinjaman yang dimohon oleh calon mitra binaan, yang meliputi. 
1. Likuiditas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 
finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih. 
2. Rentabilitas atau Profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas perusahaan diukur 
dengan keberhasilan dan kemampuan perusahaan menggunakan aktivitasnya 
secara produktif, jadi rentabilitas perusahaan dapat diketahui dengan 
membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah 
aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. 
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3. Solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 
finansialnya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban financial 
jangka pendek maupun jangka panjang. 
4. Stabilitas usaha yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 
melakukan usahanya yang stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan 
kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutang 
perusahaan tepat pada waktunya, serta kemampuan perusahaan membayar 
hasil keuntungan secara teratur kepada para pemodal tanpa mengalami krisis 
keuangan. Juga akan dapat diketahui berapa lama suatu investasi dapat 
dikembalikan. 
Aspek keuangan tersebut dapat diikuti dalam Laporan Keuangan/Catatan 
Penjualan calon mitra binaan dan kajian dapat diarahkan kepada Neraca dan 
Laporan Rugi laba, Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, Rencana 
Penerimaan dan Pengeluaran Kas, dan Proyeksi laporan Keuangan, serta data-data 
yang menggambarkan kondisi usaha calon mitra binaan yang dapat dinilai dengan 
prinsip pemberian pinjaman. Dengan menggunakan analisis terhadap data-data yang 
terkait dengan kondisi usaha calon mitra binaan dapat diketahui mengenai kondisi 
keuangan dan kondisi usaha, serta keseriusan dari perusahaan pemohon/calon mitra 
binaan dalam mengembalikan pinjamannya. Berdasarkan hasil analisis ini pihak 
BUMN Pembina dapat mengambil keputusan diterima atau ditolaknya permohonan 
pinjaman yang diajukan. 
Pertimbangan BUMN Pembina apakah permohonan pinjaman dapat 
diterima atau tidak, ditentukan dengan penerapan metode penilaian yang dikenal 
dengan prinsip pemberian pinjaman secara sehat yaitu prinsip “5C”, yang meliputi. 
1. Character, yaitu menyangkut sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran dari 
pemohon pinjaman. 
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2. Capacity, yaitu menyangkut kemampuan dari pemohon pinjaman dalam 
manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. 
3. Capital, yaitu kekayaan pemohon pinjaman atau kemampuan menyediakan dana 
yang cukup dalam membiayai operasi perusahaan dengan menguntungkan. 
4. Collateral, yaitu jaminan/agunan yang merupakan besarnya aktiva yang akan 
diikatkan sebagai jaminan atas pinjaman atau jaminan yang menunjukkan 
adanya kelayakan usaha. Kelayakan usaha ditinjau dari manajemen, pemasaran, 
teknik produksi, cash flow, dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum atau tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. 
5. Condition of Economy, yaitu keadaan ekonomi pada umumnya dan sifat sektor 
usaha pemohon pinjaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan usahanya. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keputusan atau kesimpulan yang 
diambil dalam pemberian pinjaman didasarkan atas kesimpulan yang diperoleh dari 
hasil penelitian aspek terkait dan penilaian-penilaian atas kondisi yang dimiliki calon 
mitra binaan yang berkaitan dengan aspek-aspek “5C” tersebut. Jadi hasil penilaian 
tersebut di dalam pertimbangan persetujuan pemberian pinjaman memegang 
peranan penting, yang merupakan titik berat dalam analisis permohonan pinjaman. 
Sedangkan kolektibilitas/pengembalian pinjaman merupakan tahap setelah 
realisasi pinjaman diberikan dan pengembalian nilai pinjaman (nilai pokok pinjaman, 
diperhitungkan dengan bunga pinjaman). Keharusan mengembalikan pinjaman 
merupakan ketentuan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu kreditur 
(BUMN Pembina) dengan debitur (Peminjam/Mitra Binaan), yang dituangkan dalam 
Surat Perjanjian Pinjaman Kemitraan. Setelah pinjaman dicairkan, akan terjadi 
beberapa kemungkinan dalam pengembaliannya, yaitu pengembalian pinjaman 
sesuai dengan jadwal yang telah disepakati (pinjaman berjalan lancar), pengembalian 
pinjaman yang menyimpang dari jadwal yang telah disepakati namun masih dapat 
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diharapkan akan dilunasi (pinjaman tidak berjalan lancar), atau tidak dapat 
dibayar/dilunasi sampai saat jatuh tempo pinjaman (pinjaman macet). 
Untuk menilai tingkat kolektibilitas/pengembalian pinjaman Usaha kecil dan 
koperasi dapat dilihat dari bagaimana realisasi pengembalian pinjaman dibandingkan 
dengan sasaran/rencana pengembalian itu sendiri, yang dapat dilihat dari aspek 
waktu pengembalian dan aspek nilai pengembalian pinjaman yang terdiri dari nilai 
pokok dan bunga pinjaman. Aspek waktu antara lain dapat diukur dari ketepatan 
waktu pengembalian pinjaman oleh mitra binaan, kedisiplinan mitra binaan dalam 
mematuhi jadwal pengembalian dan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dalam 
mengatasi permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan waktu pengembalian 
pinjaman. Aspek nilai pengembalian pinjaman berupa nilai-nilai pengembalian pokok 
pinjaman dan bunga pinjaman, yang dapat dilihat dari besarnya nilai angsuran 
pengembalian dikaitkan dengan nilai angsuran sesuai dengan yang sudah disepakati 
sebelumnya, serta kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menangani permasalahan 
yang timbul. 
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Gambar 2.1 
Skema Kerangka Pemikiran 
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2.3 Hipotesis 
Maksud pemerintah dalam menyalurkan Pinjaman Kemitraan adalah agar 
Usaha kecil dan koperasi yang belum dapat mengakses persyaratan kredit dari 
perbankan dalam mendapatkan modal kerja dan/atau investasi dengan jasa 
administrasi pinjaman (bunga) yang murah. Oleh karena itu Pemerintah mewajibkan 
BUMN untuk menyisihkan laba setelah pajaknya untuk disalurkan sebagai pinjaman 
kemitraan bagi usaha kecil dan koperasi yang memenuhi persyaratan. 
Pemberian kredit ke pihak manapun haruslah memenuhi syarat-syaat 
pemberian kedit secara umum yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya kredit 
macet.  Salah satu prinsip yang digunakan secara umum dalam pemberian kredit 
untuk memperkecil resiko pemberian kredit yaitu prinsip “5C”. 
Salah satu faktor dalam prinsip “5C” yaitu Collateral/jaminan yang 
menyatakan bahwa semua pemberian kredit harus menyertakan jaminan apapun 
bentuk jaminan tersebut. Seperti penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh 
peneliti dalam penelitian kali ini yaitu “Analisis Hubungan Jaminan Pemberian Kredit 
dengan Efektivitas Pengembalian Qardhul Hasan (Kredit Murah di Bank Syariah)”, 
jaminan berpengaruh terhadap pengembalian pinjamannya.  
Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis yang akan 
dibuktikan dalam penelitian, sebagai berikut “Jika pemberian pinjaman berkualitas, 
maka tingkat kolektibilitas/pengembalian pinjamannya akan efektif”. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diawali dengan menentukan metode 
penelitian yang akan digunakan. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah 
metode analisis deskriptif.  
Penelitian deskriptif  berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan 
fenomena atau karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu secara 
akurat. Penelitian deskriptif merupakan cara untuk menemukan makna baru, 
menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu 
dan mengkategorikan informasi. 
Pemilihan metode tersebut mengingat peneliti ingin mengetahui secara 
menyeluruh dari masalah yang diteliti dan adanya kekuatan hubungan fenomena 
yang dikaji dalam suatu interval perkembangan dalam suatu periode tertentu. 
Sedangkan proses pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan 
kuesioner, dengan mengambil beberapa sampel dari populasi yang ada. 
 
3.2 Lokasi  dan Waktu  Penelitian 
Dalam pelaksanaan penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah 
“Hubungan Kualitas Pemberian Pinjaman Kemitraan BUMN dengan Efektivitas 
Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman”. Kualitas tersebut merupakan 
penilaian atas penerapan prinsip-prinsip “5C” dalam penilaian kelayakan 
proposal/berkas permohonan pemberian kredit/pinjaman kemitraan dan dihubungkan 
dengan efektivitas tingkat kolektibilitas/pengembalian pinjaman kemitraan masing-
masing mitra binaan. 
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Penelitian dilaksanakan di PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang 
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang berkedudukan di Jalan Airport Mandai 
Maros pada unit pengelola PKBL yaitu unit Coporate Social Responsibility (CSR). 
Waktu penelitian dimulai pada bulan September 2013 dan selesai pada bulan Januari 
2014. 
 
3.3 Sumber Data 
Data yang dikumpulkan peneliti terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan 
data sekunder, yaitu. 
1. Data Primer 
Pengumpulan data primer dilakukan dengan memperoleh data perusahaan, 
terutama yang berhubungan dengan kualitas pemberian pinjaman dan 
pengembalian pinjamannya, melakukan wawancara dengan pihak-pihak tekait 
dengan data yang diteliti, serta penyebaran kuesioner kepada asisten 
manajer/section head, analis pinjaman/csr analyst, dan pelaksana administrasi 
serta kolektor pengembalian pinjaman/csr officer. 
2. Data Sekunder 
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi 
kepustakaan, yaitu mempelajari, meneliti, mengkaji dan menelaah literatur yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuan utama dari studi literatur untuk 
memperoleh dasar teori yang akan menunjang penelitian penelitian. 
 
3.4 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Perkembangan Pengembalian 
Pinjaman masing-masing mitra binaan per 31 Desember 2013, yang dana 
pinjamannya diberikan pada tanggal 30 Desember 2010, yaitu sebanyak 37 (tiga 
puluh tujuh) Mitra Binaan. Sampel yang diteliti yaitu Laporan Perkembangan 
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Pengembalian Pinjaman masing-masing mitra binaan yang diambil secara acak 
sebanyak 20 (dua puluh) mitra binaan dari mitra binaan yang dana pinjamannya 
diberikan pada tanggal 30 Desember 2010 (dengan pertimbangan/judgement peneliti, 
jumlah tersebut cukup mewakili/hasilnya menggambarkan kondisi dari jumlah 
populasi yang ada). 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk keperluan tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut. 
 
3.5.1 Penelitian Lapangan (Field Research) 
Merupakan penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh 
data primer yang akan digunakan guna menjawab masalah penelitian. Untuk 
mendapatkan data primer yang diperlukan, peneliti menggunakan cara antara lain. 
a. Dokumentasi 
Pada tahap ini peneliti berusaha untuk memperoleh data-data yang lengkap 
mengenai sampel penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis 
data yang dikumpulkan dari perusahaan antara lain: gambaran umum 
perusahaan, bidang usaha, prosedur yang berlaku, laporan keuangan unit 
Pengelola PKBL, sumber daya manusia, tugas pokok bagian yang diteliti, data 
hasil wawancara, dan data hasil pengamatan langsung. 
b. Observasi 
Pengamatan langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh informasi 
tentang kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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c. Wawancara 
Merupakan proses untuk memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan 
asisten manajer/CSR Section Head PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sultan 
Hasanuddin Makassar dan pihak-pihak yang terkait. 
d. Kuesioner 
Pengumpulan data dengan cara penyebaran angket atau kuesioner pada pejabat 
dan staf pada unit pengelola PKBL untuk memperoleh gambaran secara jelas 
mengenai data-data yang diperlukan. 
 
3.5.2 Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Pada tahap ini peneliti berusaha untuk memperoleh berbagai informasi dan 
pengetahuan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian. Penelitian kepustakaan 
dilaksanakan oleh peneliti dengan jalan mempelajari berbagai literatur yang 
mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti.  
 
3.6 Teknik Analisis Data 
Sesuai dengan judul yang dipilih, yaitu “Hubungan Kualitas Pemberian 
Pinjaman Kemitraan BUMN dengan Efektivitas Tingkat Kolektibilitas Pengembalian 
Pinjaman”, maka terdapat dua variable yaitu. 
1. Kualitas Pemberian Pinjaman, yaitu berupa hasil penilaian atas Penerapan 
Prinsip “5C” dalam penilaian permohonan pemberian Pinjaman Kemitraan, yang  
diajukan oleh Calon Mitra Binaan sebagai variable X. 
2. Tingkat Kolektibilitas/Pengembalian Pinjaman sebagai variable Y. 
Adapun penjabaran dari variabel-variabel tersebut ke dalam indikator-
indikatornya adalah sebagai berikut. 
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1) Kualitas Pemberian Pinjaman sebagai Variabel X 
Dalam penelitian ini, kualitas pemberian pinjaman diukur dari hasil penerapan 
prinsip “5C” dalam pemberian pinjaman kemitraan (variabel X) yang mempunyai 
beberapa aspek seperti tabel 3.1 dibawah ini. 
 
Tabel 3.1 
Aspek, Indikator, Ukuran dan Skala Pengukuran Variabel X 
 
Variabel X Indikator Ukuran Skala 
Prinsip “5C” dalam Pemberian Pinjaman yang meliputi aspek: 
A. Character Proposal didukung/dilengkapi: 
1. Identitas Pemohon (KTP, NPWP, 
SIUP, dll) dan copy dokumen 
sesuai aslinya 
2. Simpulan/keterangan hasil 
peninjauan ke lokasi, 
membuktikan tentang kebenaran/ 
kepemilikan tempat usaha (milik 
sendiri) 
3. Data-data dan informasi yang 
diberikan tidak mengada-ada/ 
benar 
4. Referensi dari pihak-pihak yang 
terkait (Pemda, dll) 
SS = 5 
S = 4 
Rr = 3 
KrS = 2 
TS = 1 
Ordinal 
B. Capacity Mempunyai data-data yang dapat 
dinilai Baik, untuk menggambarkan 
kemampuan usahanya: 
1. Kegiatan usaha sudah 
berlangsung lama (minimal 1-2 
tahun) 
2. Data hasil produksi tahun yang 
sebelumnya dan prospeknya 
(kegiatan usaha) 
3. Data hasil penjualan tahun yang 
lalu dan prospeknya (aspek 
pemasaran) 
4. Data Laba/Rugi perusahaan 
tahun yang lalu dan perkiraan 
kedepannya 
5. Data keuangan/ finansial yang 
memadai 
SS = 5 
S = 4 
Rr = 3 
KrS = 2 
TS = 1 
Ordinal 
 
  
42 
 
 
 
Variabel X Indikator Ukuran Skala 
C. Capital Hasil analisa menunjukkan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Usaha yang sudah berjalan perlu 
pengembangan, sehingga 
dibutuhkan modal baru/tambahan 
2. Perbandingan hutang dan struktur 
modal relative rendah (dibawah 
standar yang ditetapkan) 
3. Hasil perhitungan rasio Likuiditas, 
Solvabilitas dan Rentabilitas 
menunjukkan Baik (diatas standar 
yang ditetapkan) 
4. Hasil cek ke lapangan 
menggambarkan kelayakan 
modal yang dimiliki 
SS = 5 
S = 4 
Rr = 3 
KrS = 2 
TS = 1 
Ordinal 
D. Collateral Proposal didukung data-data 
sebagai berikut: 
1. Menyerahkan jaminan pengganti 
aset/agunan, (apabila tidak 
memiliki aset yang memadai) 
2. Melampirkan penjaminan dari 
pihak terkait (kantor, perusahaan, 
dll) 
3. Melampirkan penjaminan dari 
pemasok/ ketersediaan bahan 
baku, dll 
4. Jaminan tidak bermasalah dan 
telah diyakini kebenarannya 
SS = 5 
S = 4 
Rr = 3 
KrS = 2 
TS = 1 
Ordinal 
E. Condition 
of Economy 
Hasil analisa menunjukkan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Hasil analisa hasil usaha dan 
pemasaran cukup memadai (cek 
lokasi) 
2. Keberadaan pesaing (usaha 
sejenis di lingkungan pemohon) 
3. Prospek usaha baik (hasil cek ke 
lapangan) 
4. Memiliki aspek politis, ekonomi, 
social yang baik 
5. Hasil analisa kebijakan 
pemerintah (tingkat bunga, 
kebijakan fiskal, moneter, dll) 
yang mempengaruhi kondisi/ iklim 
usaha pemohon 
SS = 5 
S = 4 
Rr = 3 
KrS = 2 
TS = 1 
Ordinal 
 
Keterangan ukuran penilaian. 
SS : Sangat Setuju = skor 5 
S : Setuju = skor 4 
Rr : Ragu-Ragu = skor 3 
KrS : Kurang Setuju = skor 2 
TS : Tidak Setuju = skor 1 
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Cara pengukuran kualitas pemberian pinjaman, adalah hasil penerapan prinsip 
“5C” dalam penilaian permohonan pinjaman yang diperoleh dari jawaban 
kuesioner dari unit pengelola PKBL dan memperbandingkan dengan nilai yang 
seharusnya (penerapan prinsip-prinsip yang seharusnya dilakukan oleh unit 
Pengelola PKBL, menurut judgement peneliti), atau dengan rumus: 
Nilai Hasil Penerapan Prinsip 
= X% 
Nilai yang Seharusnya Ditetapkan 
 
2) Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Sebagai Variabel Y 
Kolektibilitas/Pengembalian Pinjaman (variabel Y) yang mempunyai dimensi-
dimensi seperti dalam tabel 3.2 berikut. 
 
Tabel 3.2 
Dimensi, Indikator, Ukuran dan Skala Pengukuran Variabel Y 
 
Variabel Y Indikator Ukuran Skala 
Efektivitas Kolektibilitas/ pengembalian Pinjaman 
A. Waktu 1. Ketepatan waktu pengembalian 
pinjaman, setelah pinjaman 
dinyatakan jatuh tempo (setelah 
grace period) 
2. Ketepatan waktu sesuai jadwal 
pengembalian angsuran setiap 
bulannya 
SS = 5 
S = 4 
Rr = 3 
KrS = 2 
TS = 1 
Ordinal 
 3. Waktu/tanggal angsuran telah 
diatur dalam klausal perjanjian 
4. Ketentuan waktu angsuran telah 
cukup disosialisasikan 
5. Adanya kebijakan yang ditempuh 
jika tanggal angsuran tidak 
dipatuhi oleh Mitra Binaan 
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Variabel Y Indikator Ukuran Skala 
B. Pokok 
Pinjaman 
1. Adanya persepsi dari Pengelola, 
bahwa nilai pokok pinjaman yang 
diberikan sudah seharusnya 
dikembalikan 
2. Nilai pokok pinjaman telah 
disosialisasikan dan diketahui 
secara seksama oleh mitra 
binaan 
3. Adanya perhitungan nilai 
angsuran pokok pinjaman per 
bulan sudah tepat/ sesuai tingkat 
kemampuan (tidak 
memberatkan) mitra binaan 
4. Adanya kebijakan yang ditempuh 
jika nilai angsuran pokok 
pinjaman tidak dipatuhi/ 
menunggak 
SS = 5 
S = 4 
Rr = 3 
KrS = 2 
TS = 1 
Ordinal 
C. Bunga 
Pinjaman 
1. Nilai bunga pinjaman telah 
disosialisasikan dan diketahui 
secara seksama oleh mitra 
binaan 
2. Adanya perhitungan nilai 
angsuran bunga pinjaman per 
bulan sudah tepat/ sesuai tingkat 
kemampuan (tidak 
memberatkan) mitra binaan 
3. Adanya kebijakan yang ditempuh 
(berupa teguran, dll) jika niloai 
angsuran bunga pinjaman tidak 
dipatuhi/ menunggak oleh mitra 
binaan 
4. Adanya sangsi terhadap mitra 
binaan yang menunggak 
SS = 5 
S = 4 
Rr = 3 
KrS = 2 
TS = 1 
Ordinal 
 5. Adanya persepsi bahwa nilai 
bunga pinjaman mutlak harus 
dikembalikan oleh mitra binaan 
  
 
Keterangan Ukuran Penilaian: 
SS : Sangat Setuju = skor 5 
S : Setuju = skor 4 
Rr : Ragu-Ragu = skor 3 
KrS : Kurang Setuju = skor 2 
TS : Tidak Setuju = skor 1 
 
Cara pengukuran efektivitas kolektibilitas/pengembalian pinjaman ditentukan dari 
jawaban kuesioner perihal efektivitas pengembalian pinjaman dilihat dari aspek 
waktu, aspek nilai pengembalian pokok pinjaman dan aspek nilai pengembalian 
bunga pinjaman, besarnya penerimaan angsuran diperbandingkan dengan nilai 
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yang seharusnya (menurut judgement peneliti), sesuai rencana pengembalian 
pinjaman, atau dengan rumus : 
                                      Nilai Aktual Jawaban 
                                                                                        = Y% 
                             Nilai Jawaban yang Seharusnya 
 
 
3.7 Rancangan Hipotesis 
Pengecekan validitas temuan/rancangan pengujian hipotesis ini akan 
dimulai dengan penetapan Hipotesis Nol, Uji Hipotesis, Penetapan Tingkat 
Signifikansi, serta Penetapan Kriteria Pengambilan Keputusan, sebagai berikut. 
 
3.7.1 Penetapan Hipotesis Nol (H0) 
Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya 
hubungan/korelasi dan pengaruh atau besar tidaknya hubungan antara dua variabel 
di atas. Hipotesis nol (H0) yaitu suatu hipotesis tentang ada tidaknya 
hubungan/pengaruh dan hipotesis alternative (Ha) yang merupakan hipotesis 
penelitian dari peneliti, adalah hipotesis tentang adanya peranan/hubungan, dan 
diformulasikan untuk diterima. 
Perumusan H0 dan Ha adalah sebagai berikut. 
H0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan dari variabel kualitas pemberian 
pinjaman, yaitu penerapan prinsip “5C” dalam penilaian permohonan 
pemberian pinjaman kepada mitra binaan (X) dengan variabel efektivitas 
kolektibilitas/pengembalian pinjaman (Y). 
Ha : Terdapat hubungan yang signifikan dari variabel kualitas pemberian pinjaman, 
yaitu penerapan prinsip “5C” dalam penilaian permohonan pemberian 
pinjaman kepada mitra binaan (X) dengan variabel efektivitas 
kolektibilitas/pengembalian pinjaman (Y). 
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3.7.2 Uji Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan uji statistik non parametrik, 
karena teknik statistik ini sangat sesuai dengan data-data ilmu sosial, dimana teknik 
ini dapat digunakan untuk skor yang bukan skor eksak dalam pengertian keangkaan 
dan teknik ini dapat menunjukkan suatu hubungan antara data yang berjenjang 
(rank). Keuntungan lainnya, tidak ada anggapan bahwa skor-skor yang dianalisis 
ditarik dari populasi dengan distribusi tertentu, disamping perhitungannya sederhana, 
penggunaan sampel yang berukuran kecil juga menjadi keunggulan lainnya. 
Berdasarkan ukuran variabel yang dapat diranking, dan jenis skala yang 
digunakan untuk mengukur variabel X adalah skala ordinal dan variabel Y adalah 
skala ordinal. Sedangkan pengujian hipotesa yang telah dikemukakan di atas, akan 
diuji dengan menggunakan analisa Korelasi Rank Spearman dengan model 
matematis sebagai berikut: 
                                                                                       n 
                                                             6∑di2 
                                             rs    =  1 -    
i=1 
                                                              n3-n 
 
Bila terdapat skor yang sama dalam penentuan ranking, maka digunakan 
faktor koreksi untuk memperkuat hasil perhitungan pertama dengan rumus: 
                                                  ∑X2 + ∑Y2 - ∑di2 
                                       rs   =  
                                                        2√∑X2∑Y2 
 
 
                                                      n3 – n 
                                    ∑X2  =                      - ∑TX 
                                                        12 
 
 
                                                      n3 – n 
                                    ∑Y2  =                      - ∑TY 
                                                        12 
 
                                        T   =      t3 –  t 
                                                        12 
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Keterangan: 
rs = Koefisien Korelasi Spearman 
di = Selisih ranking data variabel X dan Y 
n = Jumlah obyek penelitian 
t = Banyaknya observasi yang memiliki skor sama pada ranking tertentu 
T = Faktor koreksi untuk tiap kelompok dengan peringkat yang sama 
 
Selanjutnya untuk menguji Signifikansi nilai rs tersebut digunakan uji t 
sebagai berikut: 
                                            t  =  rs  
   
    2
 
apabila: 
t ≥ t tabel, maka t signifikan, H0 ditolak 
t < t tabel, maka t tidak signifikan, H0 diterima 
 
 
Sedangkan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara penerapan prinsip-
prinsip pemberian pinjaman dengan kolektibilitas/pengembalian pinjaman kemitraan, 
digunakan koefisien determinasi yang merupakan bentuk kuadrat dari koefisien 
korelasi yang digunakan, yaitu bentuk kuadrat dari koefisien korelasi Rank Spearman 
atau Cd = rs2. Koefisien determinasi biasa dinyatakan dalam bentuk persentase, 
sehingga pengaruh penerapan prinsip-prinsip pemberian pinjaman terhadap 
kolektibilitas/pengembalian pinjaman adalah sebesar: 
Cd = rs2 x 100% 
 
3.7.3 Penetapan Tingkat Signifikansi 
Tingkat signifikansi (level of significance) yang dipilih adalah α = 0.05 karena 
merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu 
sosial. Angka α = 0.05 memiliki makna bila terjadi kesalahan maka kesalahan 
tersebut tidak lebih dari 5%. 
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3.7.4 Penetapan Kriteria Pengambilan Keputusan 
Skor yang diperoleh dari jawaban kuesioner untuk tiap-tiap nama mitra 
binaan yang diteliti akan dikumpulkan, maka diperoleh nilai variabel X sebagai untuk 
masing-masing nama mitra binaan, dimana nilai terbesar akan mendapat ranking 
tertinggi, selanjutnya dihitung skor untuk variabel Y, yang diperoleh dari jawaban 
kuesioner untuk mengetahui efektivitas kolektibilitas/pengembalian pinjamannya atas 
nama mitra binaan yang sama, dimana nilai terbesar akan mendapat ranking 
tertinggi. Selanjutnya dikaitkan antara variabel kualitas pemberian pinjaman dengan 
efektivitas pengembalian pinjamannya. Jika rshitung  ≥ rstabel, maka terdapat hubungan 
yang signifikan antara kualitas pemberian pinjaman dengan efektivitas pengembalian 
pinjamannya, dengan kata lain hipotesis (Ha) diterima, dimana keeratan hubungannya 
ditunjukkan oleh rshitung. Demikian juga sebaliknya, jika rshitung < rstabel, maka tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pemberian pinjaman dengan 
efektivitas pengembalian pinjamannya, dengan kata lain hipotesis (Ha) ditolak. 
49 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
4.1 Hasil Penelitian 
Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan objek 
penelitian berdasarkan metode sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. 
Sebelum sampai kepada hasil dan pembahasan, perlu peneliati ungkapkan tentang 
PT Angkasa Pura I (Persero) secara umum dan Kantor Cabang Bandara Sultan 
Hasanuddin Makassar secara khusus, Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta 
Pelaksanaan PKBL di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. 
 
4.1.1 Sejarah Singkat PT Angkasa Pura I (Persero) 
Sejarah PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai pelopor pengusahaan 
kebandarudaraan secara komersial di Indonesia bermula dari Perusahaan Negara 
(PN) Angkasa Pura Kemayoran yang dibentuk pada tanggal 20 Pebruari 1962 
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 33 tahun 1962. Tugas pokoknya adalah 
pengelolaan dan pengusahaan Bandara Kemayoran Jakarta yang saat itu merupakan 
satu-satunya bandara internasional yang melayani penerbangan dari dan ke luar 
negeri selain penerbangan domestik. 
Dalam perkembangannya, untuk lebih memperluas cakupan kerja 
mengelola bandara lain di wilayah Indonesia, berdasarkan PP Nomor : 21 tahun 1965 
PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi Perusahaan Negara (PN) 
Angkasa Pura sejak tanggal 17 Mei 1965. Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor : 37 
tahun 1974, status badan hukum perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum 
(Perum). 
Dengan ditutupnya bandara internasional Kemayoran sejak tanggal 1 
Oktober 1985, seluruh kegiatan operasi perusahaan dialihkan ke Bandara Soekarno-
Hatta. Untuk mengatur pembagian wilayah pengelolaan bandara, berdasarkan PP 
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Nomor : 25 tahun 1987, sejak tanggal 19 Mei 1987 Perum Angkasa Pura berubah 
nama menjadi Perum Angkasa Pura I bersamaan dengan dibentuknya Perum 
Angkasa Pura II yang khusus bertugas mengelola Bandara Soekarno-Hatta dan 
Halim Perdanakusuma.  
Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor : 5 Tahun 1992, bentuk Perusahaan 
Umum (Perum) diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki 
sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia sehingga namanya menjadi 
PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH tanggal 3 
Januari 1993 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dengan 
keputusan Nomor : C2-470.HT.01.01 tanggal 24 April 1993 serta diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 52 tanggal 29 Juni 1993 dengan 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 2914/1993. Saat ini 
PT Angkasa Pura I (Persero) mengelola 14 (empat belas) bandara di kawasan tengah 
dan kawasan timur Indonesia yaitu.  
1. Ngurah Rai – Bali; 
2. Juanda – Surabaya; 
3. Sultan Hasanuddin – Makassar; 
4. Sepinggan – Balikpapan; 
5. Frans Kaisiepo – Biak; 
6. Sam Ratulangi – Manado; 
7. Adisutjipto – Yogyakarta; 
8. Adi Soemarmo – Surakarta; 
9. Syamsudin Noor – Banjarmasin; 
10. Pattimura – Ambon; 
11. Ahmad Yani – Semarang; 
12. Intenasional Lombok – Lombok Praya; 
13. El Tari – Kupang, dan;  
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14. Selaparang – Mataram. 
PT Angkasa Pura I (Persero) juga memiliki 4 (empat) anak perusahaan yaitu 
Angkasa Pura Logistik di bidang pengelolaan kargo, Angkasa Pura Support dibidang 
penyediaan tenaga kerja alih daya dan umum lainnya, Angkasa Pura Hotel di bidang 
pengelolaan Hotel serta Angkasa Pura Property yang mengusahakan idle property 
Bandara. Keempat anak perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk 
memaksimalisasi deviden PT Angkasa Pura I (Persero) kepada pemerintah. 
 
4.1.2 Sejarah Singkat Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 
Bandara Hasanuddin dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan 
nama Lapangan Terbang Kadieng, yang terletak sekitar 22 kilometer disebelah utara 
kota Makassar dengan konstruksi lapangan terbang rumput. Lapangan terbang 
dengan landasan rumput yang berukuran 1.600 m x 45 m (Runway 08-26) diresmikan 
pertama kali ditandai dengan adanya penerbangan komersial yang menghubungkan 
Surabaya - Makassar dengan Pesawat jenis Douglas D2/F6 oleh perusahaan KNILM 
(Koningklijke Netherland Indische Luchtvaan Maatschappij). 
Pada tahun 1942 oleh pemerintah pendudukan Jepang, landasan tersebut 
ditingkatkan dengan konstruksi beton berukuran 1.600 m x 45 m dan diubah namanya 
menjadi Lapangan Terbang Mandai. Tahun 1945 pemerintah sekutu (Hindia Belanda) 
membangun landasan baru dengan konstruksi onderlaag (Runway 13-31) berukuran 
1.745 m x 45 m, dengan mengerahkan 4.000 orang ex tentara Romusha. 
Pada tahun 1950, diserahkan kepada Pemerintah Indonesia yang dikelola 
oleh Jawatan Pekerjaan Umum Seksi Lapangan Terbang dan selanjutnya tahun 1955 
dialihkan kepada Jawatan Penerbangan Sipil. Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara  kemudian memperpanjang landasan pacu menjadi 2.345 m x 45 m sekaligus 
mengubah nama lapangan terbang menjadi Pelabuhan Udara Mandai.  
Tahun 1980, landasan 13-31 diperpanjang menjadi 2.500 m x 45 m dan 
pada tahun ini nama Pelabuhan Udara Mandai diubah menjadi Pelabuhan Udara 
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Hasanuddin. Pada tahun 1981 dinyatakan sebagai Bandara Hasanuddin 
Embarkasi/Debarkasi Haji dan pada tahun 1985 Pelabuhan Udara Hasanuddin 
berubah nama menjadi Bandara Hasanuddin. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 1/1987 tanggal 9 Januari 1987 
disusul tanggal 3 Maret 1987 Bandara Hasanuddin diserahterimakan pengelolaannya  
dari  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  kepada  Perum Angkasa Pura I. 
Kemudian  pada  tanggal  1 Januari 1993  Perum Angkasa Pura I berubah  status 
menjadi  PT (Persero) Angkasa Pura I. 
Pada tanggal 30 Oktober 1994, Bandara Hasanuddin dinyatakan sebagai 
Bandara Internasional sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 
61/1994 tanggal 7 Januari 1995 dan diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 28 Maret 1995 ditandai dengan 
penerbangan Perdana oleh Malaysian Airlines System (MAS) langsung dari Kuala 
Lumpur ke Bandara Hasanuddin Makassar, disusul kemudian dengan penerbangan 
Silk Air yang menghubungkan Changi Singapore dengan Bandara Hasanuddin, hal ini 
tidaklah berarti bahwa pada tanggal 28 Maret 1995 Bandara Hasanuddin pertama kali 
melayani penerbangan Internasional, akan tetapi sejak tahun 1990 Bandara 
Hasanuddin telah digunakan sebagai Bandara Embarkasi/Debarkasi Haji langsung 
dari Makassar ke Jeddah. 
Seiring dengan peningkatan kapasitas penumpang, dilaksanakan 
pengembangan terminal Bandara di lahan baru yang saat peresmiannya oleh 
Presiden Republik Indonesia sekaligus mengubah nama Bandara Hasanuddin 
menjadi Bandara Sultan Hasanuddin. Bandara Sultan Hasanuddin merupakan pintu 
gerbang udara dikawasan Timur Indonesia dan Propinsi Sulawesi Selatan khususnya, 
yang memberikan corak tersendiri sebagai Bandara Transit yang diarahkan turut 
mendukung dan mengembangkan pariwisata, mobilisasi arus penumpang serta 
berpartisipasi dalam perdagangan dan industri. 
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4.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
4.1.3.1 Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 
PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Sultan Hasanuddin 
Makassar, merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Kantor Cabang yang memiliki 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja tersendiri. PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor 
Cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dipimpin oleh seorang General 
Manager yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Direksi di Kantor Pusat.  
Berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : 
KEP.150/OM.01.01/2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin 
Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dipimpin oleh General Manager 
yang membawahi 6 (enam) bagian. General Manager Bandara Sultan Hasanuddin 
Makassar bertugas untuk memastikan tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI), 
tercapainya pendapatan non aeronautika dan berkontribusi terhadap lingkungan 
melalui pengelolaan aktifitas kebandarudaraan yang efektif guna mendukung 
peningkatan kinerja Perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP).  
Dalam rangka mencapai tugas yang dibebankan kepadanya General 
Manager dibantu oleh 6 (enam) Kepala Bagian yang memiliki tugas, tanggung jawab 
dan kewenangan masing-masing di lingkup pekerjaannya, sebagai berikut. 
1. Airport Operation & Readiness Department Head 
 Airport Operation & Readiness Department Head, bertugas untuk memastikan 
tercapainya kehandalan fasilitas dan kinerja operasional bandara melalui 
peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan guna 
mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI), tercapainya 
perulapatan non aeronautika dan berkontribusi terhadap lingkungan berdasarkan 
Rencana KeIja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).  
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2. Airport Security Department Head 
 Airport Security Department Head, bertugas untuk memastikan tercapainya 
tingkat kinerja operasional bandara melalui pengelolaan kegiatan pelayanan 
kepada pelanggan bandara yang efektif guna mendukung tercapainya 
kehandalan fasilitas dan kinerja operasional bandara berdasarkan Rencana Kerja 
dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 
3. Safety Management System, Quality Management & Customer Service 
Department Head 
 Safety Management System, Quality Management & Customer Service 
Department Head,  bertugas untuk memastikan pencapaian safety level, 
kesehatan lingkungan, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan melalui 
mitigasi risiko terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada bidang 
safety, quality management, customer services guna mendukung tercapainya 
Customer Satisfaction Index (CSI), tercapainya pendapatan non aeronautika dan 
berkontribusi terhadap lingkungan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP). 
4. Sales Department Head 
 Sales Department Head, bertugas memastikan tercapainya portfolio pendapatan 
aviasi dan non aviasi melalui pengelolaan kegiatan aviation and cargo sales, 
property and advertising sales, food and beverage sales serta retail: yang efektif 
guna mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI), tercapainya 
pendapatan non aeronautika dan berkontribusi terhadap lingkungan berdasarkan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 
5. Finance & IT Department Head 
  Finance & IT Department Head, bertugas memastikan peningkatan kepuasan 
pelanggan internal dan eksternal dengan prinsip kehati-hatian melalui 
implementasi pengelolaan keuangan dan Information Technology (IT) guna 
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mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI), tercapainya 
pendapatan non aeronautika dan berkontribusi terhadap lingkungan berdasarkan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 
6. Shared Services Department Head  
 Shared Services Department Head, bertugas memastikan tercapainya kepuasan 
pelanggan internal atas shared services melalui pengelolaan kegiatan human 
capital, general affair, communication and legal serta procurement yang efektif 
guna mendukung tercapainya Customer Satisfaction Index (CSI), tercapainya 
pendapatan non aeronautika dan berkontribusi terhadap lingkungan berdasarkan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 
 
 4.1.3.2 Unit Corporate Social Responsibility 
Pelaksanaan PKBL pada BUMN merupakan tugas yang diberikan oleh 
Kementerian BUMN sebagai wakil Pemerintah sebagai pemegang saham termasuk 
salah satunya adalah di PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Sultan 
Hasanuddin Makassar. Mengingat pentingnya kegiatan PKBL dan 
pertanggungjawabannya, maka PT Angkasa Pura I (Persero) telah membentuk unit 
tersendiri yang melaksanakan kegiatan PKBL baik itu kegiatan operasional PKBL, 
pencatatan dan pelaporan serta pertanggungjawabannya, yaitu unit Corporate Social 
Responsibiliy (CSR) yang dipimpin langsung oleh CSR Section Head di 9 (sembilan) 
kantor cabang dengan kategori bandara besar dan sedang serta menitipkan fungsi 
pelaksanaan PKBL di unit Treasury di 4 (empat) kantor cabang lainnya dengan 
kategori bandara kecil. 
Unit CSR PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Sultan 
Hasanuddin Makassar, berada dibawah Finance & IT Department, yang secara rinci 
memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut: 
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Tugas CSR Section Head 
Memastikan penyaluran dan kolektibilitas Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL) dilaksanakan sesuai target Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang ditetapkan melalui survei, 
penyaluran, penagihan, pemantauan (monitoring) dan pelaporan guna mendukung 
tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap lingkungan. 
Tanggung jawab CSR Section Head. 
a. Memastikan tersedianya rencana kerja dan anggaran Perusahaan (RKAP); 
b. Memastikan tercapainya kontrak manajemen yang telah disepakati; 
c. Memastikan perannya sebagai people manager pada unit kerjanya; 
d. Memastikan kegiatan unit kerjanya berjalan sesuai dengan Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan; 
e. Memastikan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya sesuai dan relevan dengan 
sistem manajemen yang diterapkan Perusahaan; 
f. Memastikan penyampaian usulan jumlah calon mitra binaan; 
g. Memastikan realisasi program penyaluran bina lingkungan yang telah disetujui; 
h. Memastikan pelaksanaan survei, penyaluran, penagihan, pemantauan 
(monitoring) dan pembinaan sesuai dengan usulan yang telah ditetapkan; 
i. Memastikan pencatatan dan laporan akuntansi Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL) diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar akuntansi 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 
Kewenangan CSR Section Head. 
a. Mendapatkan akses data yang dibutuhkan; 
b. Menetapkan reneana program ketja dan inisiatif baru serta anggarah yang dapat 
mendukung pencapaian kinerja Perusahaan; 
c. Menetapkan kebijakanl pedoman operasional di ruang lirigkup unit kerjanya; 
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d. Mengambil keputusan dan langkah-Iangkah korektif berdasarkan kebijakan dan 
prosedur yang berlaku; 
e. Menyetujui Distinct Job Profile (DJP) di ruang lingkup unit kerjanya; , 
f. Menyetujui usulan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia di unit 
kerjanya; 
g. Menyetujui pengenaan sanksi kepada personil di unit kerjanya sesuai  dengan 
ketentuan yang berlaku di Perusahaan; 
h. Menyetujui pelaksanaan rene ana kerja di ruang lingkup unit kerjanya; 
i. Menetapkan dan atau menandatangani dokumentasi, sistem manajemen yang 
menjadi ruang lingkup unit kerjanya; 
j. Menetapkan calon mitra binaan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; 
k. Menetapkan usulan calon penerima bantuan bina lingkungan; 
l. Melaksanakan penyaluran bina lingkungan non monumental; 
m. Menyusun laporan Program Kemitraan dim Bina Lingkungan (PKBL) sesuai 
dengan dokumen keuangan yang telah diverifikasi. 
 
4.1.4 Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT 
Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Sultan 
Hasanuddin Makassar 
Pelaksanaan PKBL secara umum telah didefinisikan dalam Peraturan 
Menteri Negara BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, yang telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan PER-08/MBU/2013 tanggal 11 September 
2013. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut, Direksi PT Angkasa 
Pura I (Persero) telah menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) yang ditetapkan dalam 
Keputusan Direksi Nomor : KEP.42/KU.13/2010 tanggal 11 Juni 2010, yang 
menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan PKBL yang harus dipatuhi oleh 
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unit CSR di masing-masing Kantor Pusat dan Kantor Cabang termasuk di Bandara 
Sultan Hasanuddin Makassar. 
Proses pemberian Pinjaman Kemitraan yang dilaksanakan oleh unit CSR PT 
Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 
secara singkat adalah sebagai berikut.  
a. Calon mitra binaan membuat permohonan pengajuan Pinjaman Kemitraan 
dengan mengisi formulir (Formulir I-A dan I-B) yang telah disediakan kemudian 
mengembalikannya dengan melampirkan semua persyaratan yang telah 
ditentukan. 
b. Unit CSR melakukan seleksi persyaratan administrasi proposal, meliputi 
kelengkapan berkas permohonan dan melakukan beberapa verifikasi. 
c. Bagi calon mitra binaan yang telah lolos seleksi administrasi, dilakukan kunjungan 
lapangan/survey ke tempat usaha dan tempat tinggal pemilik/pengurus, dan 
mengisi Formulir III. 
d. Analisa kelayakan pemberian pinjaman, dilaksanakan dengan memperhatikan 
Formulir Analisa Lapangan yang telah diisi pada saat kunjungan lapangan/survey, 
serta mempertimbangkan hasil wawancara yang dilaksanakan, proses inilah yang 
disebut dengan proses analisa kredit dalam Pinjaman Kemitraan BUMN di PT 
Angkasa Pura I (Persero). Dalam melakukan analisa kredit ini, walaupun formulir 
analisa lapangan yang digunakan masih cukup sederhana, unit CSR PT Angkasa 
Pura I (Persero) telah mempertimbangkan prinsip-prinsip penyaluran kredit yang 
diterima secara umum yaitu prinsip “5C”, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil 
penetapan calon mitra binaan telah menggunakan prinsip “5C”.  
e. Setelah proses Analisis Kredit selesai dilaksanakan, untuk calon mitra binaan 
yang ditetapkan lolos seleksi dan layak mendapatkan Pinjaman Kemitraan, akan 
diusulkan lebih lanjut kepada Direksi, dan setelah mendapat persetujuan, 
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Penyaluran Pinjaman Kemitraan dilaksanakan oleh unit CSR yang kemudian 
mempersiapkan kelengkapan administrasi penyaluran pinjaman. 
f. Penyerahan dana Pijaman Kemitraan ditrasfer ke nomor rekening tabungan calon 
mitra binaan yang bersangkutan.  
 
4.1.5 Kualitas Pemberian Pinjaman Kemitraan 
Setiap permohonan Pinjaman Kemitraan yang diajukan oleh calon mitra 
binaan kepada PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 
akan diproses oleh unit CSR yang akan melakukan pembahasan untuk penilaian atas 
kelayakan pemberian pinjaman. Pembahasan pada dasarnya ditujukan untuk meneliti 
apakah keadaan usaha atau proyek investasi calon mitra binaan dapat memenuhi 
prinsip-prinsip yang lazim digunakan dalam penilaian pemberian pinjaman, antara lain 
character (watak/kepribadian), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral 
(jaminan) serta condition of economy (keadaan atau kondisi ekonomi yang 
mempengaruhi). 
Dalam penerapannya, untuk meneliti prinsip-prinsip tersebut di atas 
dilakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek yang terkait meliputi 
aspek yuridis/legalitas, aspek manajemen dan organisasi (umum), aspek teknik, 
aspek pemasaran (komersil), dan aspek keuangan, dan dari penilaian aspek-aspek 
tersebut dapat diperoleh kesimpulan yang terkait dengan prinsip-prinsip tersebut. 
Dalam penelitian ini, untuk mengukur Kualitas Pemberian Pinjaman Kemitraan yang 
dinilai dari hasil penerapan prinsip “5C” dalam pemberian pinjaman kemitraan 
(variable X) peneliti melakukan penyebaran kuesioner analisis kredit. Kuesioner ini 
dimaksudkan untuk memperoleh simpulan atas 20 (dua puluh) mitra binaan, yang 
diambil secara uji petik (sampling). Pengisian jawaban kuesioner dilaksanakan oleh 
CSR Section Head dibantu CSR Officer yang ada di unit CSR PT Angkasa Pura I 
(Persero) Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. 
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Untuk menghitung skor atas jawaban kuesioner dalam penelitian ini, 
jawaban yang paling mendukung (favourable) pada setiap pertanyaan yang diajukan 
akan diberi nilai 5, sedangkan yang paling tidak mendukung diberi nilai 1. Nilai 
maksimal yang bisa dicapai dari kuesioner untuk setiap Mitra Binaan yang disampel 
adalah 100 (seratus), yang diperoleh dari skor tertinggi yang diberikan yaitu 5 
dikalikan dengan jumlah pertanyaan yaitu 20. Nilai terkecil yang dicapai adalah 
sebesar 20 (dua puluh), yang diperoleh dari skor terendah yang diberikan yaitu 1 
dikalikan dengan jumlah pertanyaan yaitu 20. 
Cara pengukuran hasil penerapan Prinsip “5C” dalam penilaian Kualitas 
Pemberian Pinjaman Kemitraan adalah dengan menilai hasil/realisasi penerapan 
prinsip-prinsip tersebut yang sudah dilakukan oleh unit CSR (total nilai aktual atas 
jawaban kuesioner) dan membandingkannya dengan nilai yang seharusnya (total nilai 
atas penerapan prinsip-prinsip yang seharusnya dilakukan oleh unit CSR, 
berdasarkan judgement peneliti). Penentuan ranking didasarkan pada skor hasil 
penerapan prinsip yang paling berkualitas. 
Terhadap sample dengan jumlah 20 (dua puluh) mitra binaan, hasil 
perhitungan penilaian dan ranking yang dinilai dari hasil penerapan prinsip-prinsip 
pemberian pinjaman oleh unit CSR PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sultan 
Hasanuddin Makassar, diberikan dalam tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.1 
Kualitas Pemberian Pinjaman Kemitraan 
PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 
 
Nomor
Sampel Nilai Rank
Mitra Binaan
1 2 3
1 83.00                                 7
2 72.00                                 14
3 82.00                                 8
4 81.00                                 9
5 80.00                                 10
6 90.00                                 4
7 78.00                                 11
8 68.00                                 16
9 67.00                                 17
10 87.00                                 5
11 74.00                                 13
12 76.00                                 12
13 92.00                                 3
14 65.00                                 19
15 66.00                                 18
16 70.00                                 15
17 94.00                                 2
18 85.00                                 6
19 95.00                                 1
20 59.00                                 20  
 Sumber : Pengolahan Data Kuesioner Kualitas Pemberian 
Pinjaman, tahun 2013 
 
Dari data tersebut, ternyata nilai total jawaban aktual yang tertinggi adalah 
95.00% dan yang terendah adalah 59.00%. Hal ini berarti bahwa penerapan prinsip-
prinsip pemberian pinjaman yang didasarkan unsur-unsur yang ditanyakan, yang 
menurut logika peneliti seharusnya diterapkan oleh unit CSR tidak ada yang 100% 
benar-benar dilaksanakan, akan tetapi realisasi yang diterapkan hanya berkisar 
antara 59.00% sampai dengan 95.00% saja. 
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4.1.6 Efektivitas Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman 
Sedangkan untuk mengukur Efektivitas Tingkat Kolektibilitas Pengembalian 
Pinjaman Kemitraan (variabel Y) peneliti melakukan penyebaran kuesioner analisis 
efektivitas pengembalian pinjaman atas 20 (dua puluh) mitra binaan yang 
sama. Pengisian jawaban kuesioner dilaksanakan oleh CSR Section Head dibantu 
CSR Officer yang menangani penagihan/pengembalian pinjaman yang ada dalam 
unit CSR PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. 
Untuk menghitung skor atas jawaban kuesioner dalam penelitian ini adalah 
jawaban yang paling mendukung (favourable) pada setiap pertanyaan diajukan akan 
diberi nilai 5, sedangkan yang paling tidak mendukung diberi nilai 1. Nilai maksimal 
yang bisa diharapkan dari kuesioner untuk setiap Mitra Binaan yang disampel adalah 
75 (tujuh puluh lima), yang diperoleh dari skor tertinggi yang diberikan yaitu 5 
dikalikan dengan jumlah pertanyaan yaitu 15. Nilai terkecil yang diharapkan adalah 
sebesar 15 (lima belas), yang diperoleh dari skor terendah yang diberikan yaitu 1 
dikalikan dengan jumlah pertanyaan yaitu 15. 
Cara pengukuran Efektivitas Tingkat Kolektbilitas Pengembalian Pinjaman 
adalah hasil penerapan upaya-upaya penanganan pengembalian pinjaman yang 
dilakukan (total nilai aktual atas jawaban kuesioner) dan membandingkannya dengan 
nilai yang seharusnya (total nilai atas upaya-upaya penanganan permasalahan dalam 
pengembalian pinjaman yang seharusnya dilakukan oleh unit CSR, berdasarkan 
judgement peneliti). Penentuan ranking didasarkan pada skor hasil penerapan upaya 
yang paling efektif. 
Terhadap sample dengan jumlah 20 (dua puluh) mitra binaan, hasil 
perhitungan penilaian dan ranking dinilai dari upaya-upaya penagihan yang dilakukan 
oleh unit CSR PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, 
diberikan dalam tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.2 
Efektivitas Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman 
PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 
 
Nomor
Sampel Nilai Rank
Mitra Binaan
1 2 3
1 64.00                                 11
2 65.33                                 10
3 64.00                                 12
4 69.33                                 8
5 68.00                                 9
6 78.67                                 2
7 73.33                                 6
8 52.00                                 18
9 50.67                                 19
10 74.67                                 5
11 60.00                                 14
12 58.67                                 15
13 78.67                                 3
14 57.33                                 16
15 61.33                                 13
16 54.67                                 17
17 76.00                                 4
18 73.33                                 7
19 81.33                                 1
20 48.00                                 20  
 Sumber : Pengolahan Data Kuesioner Efektivitas Kolektibilitas 
Pengembalian Pinjaman, tahun 2013 
 
Dari data tersebut, ternyata nilai jawaban aktual yang tertinggi adalah 
81.33% dan yang terendah adalah 48.00%. Hal ini berarti bahwa unit CSR dalam 
melakukan upaya-upaya penanganan yang efektif atas tingkat kolektibilitas 
pengembalian pinjaman (didasarkan pada unsur-unsur yang ditanyakan, yang 
menurut judgement peneliti seharusnya dilaksanakan), tidak ada yang 100% benar-
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benar dilaksanakan, akan tetapi realisasi yang dilaksanakan hanya berkisar antara 
48.00% sampai dengan 81.33% saja. 
 
4.2 Pembahasan 
 
4.2.1 Analisa Hubungan antara Kualitas Pemberian Pinjaman 
Kemitraan dengan Efektivitas Tingkat Kolektibilitas 
Pengembalian Pinjaman 
Pada bagian ini akan diuji bagaimana bentuk hubungan antara kualitas 
pemberian pinjaman kemitraan dengan efektivitas tingkat kolektibilitas pengembalian 
pinjaman tersebut. Berdasarkan data hasil tersebut di atas maka diperoleh nilai-nilai 
yang dapat diranking untuk dapat menghitung koefisien korelasi Rank Spearman, 
seperti pada tabel 4.3 di bawah ini : 
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Tabel 4.3 
Ranking Variabel X dan Y 
 
di di
2
X Y (X-Y)
1 2 3 4 5
1 7 11 -4 16
2 14 10 4 16
3 8 12 -4 16
4 9 8 1 1
5 10 9 1 1
6 4 2 2 4
7 11 6 5 25
8 16 18 -2 4
9 17 19 -2 4
10 5 5 0 0
11 13 14 -1 1
12 12 15 -3 9
13 3 3 0 0
14 19 16 3 9
15 18 13 5 25
16 15 17 -2 4
17 2 4 -2 4
18 6 7 -1 1
19 1 1 0 0
20 20 20 0 0
Jumlah di
2
140
Ranking
N
 
 Sumber : Pengolahan Data Kuesioner Kualitas Pemberian 
Pinjaman Kemitraan dan Efektivitas Kolektibilitas 
Pengembalian Pinjaman, tahun 2013 
 
Untuk mengetahui derajat korelasi antara kedua variabel yaitu variabel 
kualitas pemberian pinjaman kemitraan (X) dan variabel efektivitas tingkat 
kolektibilitas pengembalian pinjaman (Y), maka terlebih dahulu dicari bagaimana 
bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut.  Untuk mengetahui hubungan 
antara kedua variabel tersebut maka digunakan analisa Korelasi Rank Spearman, 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 
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                                                                                       n 
                                                             6∑di2 
                                             rs    =  1 -    
i=1 
                                                              n3-n 
Keterangan : 
rs = Koefisien Korelasi Spearman 
di = Selisih ranking data variabel X dan Y 
n = Jumlah obyek penelitian 
 
Berdasarkan rumus koefisien korelasi Rank Spearman (rs) di atas, maka 
untuk mengetahui bagaimana Hubungan Kualitas Pemberian Pinjaman Kemitraan, 
sebagai variabel X dengan Efektivitas Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman, 
sebagai variabel Y, maka dapat dihitung rs nya adalah : 
                                                                                              n 
                                                             6∑di2 
                                             rs    =  1 -    
i=1 
                                                              n3-n 
 
                                                           6 x 140 
                                                   =  1 -     
                                                           203 - 20 
 
                                                               840 
                                                   =  1 -     
                                                           8.000 - 20 
 
                                                   =  1 – 0.10526 
     
                                                   =  0.89473 
 
 
Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa tingkat koefisien korelasi 
Kualitas Pemberian Pinjaman Kemitraan dan Efektivitas Tingkat Kolektibilitas 
Pengembalian Pinjamannya adalah sebesar 89.47%. Setelah di dapat harga koefisien 
korelasi Rank Spearman (rs), langkah selanjutnya adalah melakukan uji signifikansi 
untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang diajukan.  
Ada 2 (dua) cara untuk uji signifikansi dari harga koefisien korelasi ini, yaitu. 
1. Dengan cara mengkonversikan harga rs hitung dengan harga rs hitung dengan 
harga rs yang terdapat dalam tabel nilai kritis r koefisien korelasi Rank Spearman. 
2. Dengan cara memasukkan harga rs hitung ke dalam rumus t-student. 
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Karena n terdapat dalam tabel, maka nilai kritis r koefisien korelasi Rank 
Spearman untuk n=20 dan α=0,05 pada tabel adalah sebesar 0.377. Dengan 
demikian Uji t tidak diperlukan lagi. 
  
4.2.2 Pengujian Hipotesis 
Untuk keperluan pengujian hipotesis yang telah dikemukakan pada bab 
terdahulu, yaitu “Jika pemberian pinjaman berkualitas, maka tingkat 
kolektibilitas/pengembalian pinjamannya akan efektif” maka dilakukan pengujian yaitu 
dengan cara menentukan dan/atau membuktikan apakah terdapat hubungan antara 
variabel yang pertama dengan variabel yang kedua, dan jika ada hubungan, akan 
dihitung berapa persen besar korelasi tersebut. Pengujian dengan menggunakan 
analisa korelasi Rank Spearman. 
Dari hasil perhitungan Koefisien Rank Spearman tersebut pada paragraft 
sebelumnya ternyata antara Kualitas Pemberian Pinjaman Kemitraan dengan 
Efektivitas Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Kemitraan mempunyai korelasi yang 
positif yaitu sebesar 89.47%. Hasil perhitungan r koefisien korelasi sebesar 0.8947 
tersebut lebih besar dari r koefisien korelasi Rank Spearman pada tabel (0.377), 
sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, atau dengan kata lain terdapat korelasi yang 
signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Sehingga hipotesis yang menyatakan 
“Jika pemberian pinjaman berkualitas, maka tingkat kolektibilitas/pengembalian 
pinjamannya akan efektif” dapat diterima dengan tingkat signifikansi α=0.05. 
Dari hasil pengolahan atas data yang diperoleh dan perhitungan atas nilai rs, 
maka dapat disimpulkan bahwa Ho yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara 
Kualitas Pemberian Pinjaman Kemitraan (Variabel X) pada Efektivitas Tingkat 
Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman (Variabel Y) ditolak dan Ha yaitu terdapat 
hubungan yang signifikan antara Kualitas Pemberian Pinjaman Kemitraan (Variabel 
X) pada Efektivitas Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman (Variabel Y) 
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diterima. Hal ini berarti bahwa hipotesis penelitian (Ha) yaitu Kualitas Pemberian 
Pinjaman Kemitraan berhubungan dengan Efektivitas Kolektibilitas Pengembalian 
Pinjaman Kemitraan ternyata dapat diterima. 
Sedangkan besarnya pengaruh/hubungan antara Kualitas Pemberian 
Pinjaman Kemitraan dengan Efektivitas Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman adalah 
sebesar 85.25%. Angka ini diperoleh dari perhitungan regresi, yaitu Koefisien 
Deterinasi (Cd). Disini akan ditentukan berapa nilai kontribusi variabel X terdapat naik 
turunnya variabel Y. Berdasarkan perhitungan di atas, dengan rs =0.8947 maka 
koefisien determinasi. 
 Cd = rs
 2 x 100% 
  = (0.8947)2 x 100% 
  = 80.05% 
 
Hal ini berarti bahwa kontribusi Kualitas Pemberian Pinjaman Kemitraan 
terhadap Efektivitas Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman sebesar 80.05%, 
dan sisanya sebesar 19.95% disebabkan oleh faktor lain. Diantaranya berdasarkan 
hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa pinjaman yang telah diserahkan tetap 
digunakan untuk kegiatan usaha mitra binaan, namun dalam perkembangan 
usahanya mengalami situasi yang kurang menentu, yaitu terjadi fluktuasi dalam 
produksi dan pemasarannya, sehingga mempengaruhi keberhasilan usahanya, yang 
berarti juga mempengaruhi prestasi pengembalian pinjamannya. Jadi pada tingkat 
signifikansi 0.05 dengan menggunakan korelasi Rank Spearman dan dengan 
menggunakan rumus determinasi, dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan atara Kualitas Pemberian Pinjaman Kemitraan dengan Efektivitas Tingkat 
Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat 
menarik kesimpulan pada tingkat signifikansi 0.05 dengan menggunakan rumus Rank 
Spearman dan rumus Koefisien Determinsi (Cd) dapat dibuktikan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara kualitas pemberian pinjaman kemitraan dengan 
efektivitas tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman. Pengaruh yang diberikan oleh 
Kualitas Pemberian Pinjaman Kemitraan terhadap Efektivitas Tingkat Kolektibilitas 
Pengembalian Pinjaman cukup besar, hal tersebut dikarenakan unit CSR PT Angkasa 
Pura I (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, telah melakukan penilaian 
secara ketat atas pemohonan yang masuk, terutama pada faktor karakter pemohon, 
permodalan, jaminan serta kondisi ekonomi yang melingkupi pemohon. 
 
5.2 SARAN 
Saran yang peneliti sampaikan kepada pengelola PKBL PT Angkasa Pura I 
(Persero) Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, yaitu unit CSR sebagai berikut. 
1. Menghimbau CSR Officer khususnya yang melakukan fungsi analisa kredit 
pinjaman kemitraan, agar selalu berpedoman pada pedoman pengelolaan dana 
PUKK yang berlaku dan menyesuaikannya dengan keadaan dan kondisi yang 
ditemui di lapangan, serta selalu mengembangkan invovasi dan terobosan-
terobosan yang memungkinkan dalam penyaluran pinjaman kemitraan kepada 
mitra binaan sehingga tepat sasaran dan aman, dalam pengertian bahwa 
pemberian pinjaman sesuai dengan tujuan pembinaan kepada segmen Usaha 
kecil dan koperasi yang non bank-able sekaligus terjaminnya pengembalian 
pinjaman yang telah disalurkan. 
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2. Seluruh SDM yang terlibat dalam pengelolaan dana PUKK, diberikan pendidikan 
dan pelatihan yang relevan sehingga makin bertambah kemampuan dan 
keahliannya baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari segi 
bisnis yang terus berkembang. 
3. Agar dalam penilaian proposal lebih memfokuskan dan/atau memberi bobot yang 
lebih pada kondisi ekonomi/usaha calon mitra binaan, mengingat aspek-aspek 
yang lain dalam prinsip “5C” terkadang sulit untuk dipenuhi oleh calon mitra 
binaan, serta melakukan peninjauan kembali atas kelemahan-kelamahan dalam 
upaya-upaya penyelesaian pinjaman yang berlaku sekarang. 
 
Masalah penyaluran Pinjaman Kemitraan kepada Usaha kecil dan koperasi 
yang disalurkan oleh BUMN merupakan permasalahan yang kompleks, dan 
mempunyai keunikan serta karakteristik tersendiri, yaitu di satu sisi ada keharusan 
dari Pemerintah untuk memberikan/menyalurkan dana yang telah disisihkan dari 
bagian laba BUMN yang bersangkutan, kepada kelompok usaha kecil dan koperasi 
yang tidak ‘digarap’ oleh kalangan perbankan, di sisi lain ada tuntutan bahwa 
penyaluran kredit/pinjaman kemitraan tersebut harus dikembalikan, untuk kemudian 
dipakai sebagai sumber dana untuk disalurkan kembali (sistem dana bergulir). Untuk 
itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 
1. Dalam penelitian ini populasi diambil dari pengelolaan dana PKBL pada PT 
Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Peneliti lain 
dapat mengambil sampel atau populasi dari beberapa BUMN lain yang mengelola 
dana serupa, sehingga dapat dijadikan pijakan secara lebih luas dan lebih akurat. 
2. Masalah yang dihadapi dalam penyaluran kredit/pinjaman kemitraan merupakan 
masalah yang terus berkembang, sehingga perlu memperhatikan peraturan-
peraturan tentang cara penilaian yang lebih efektif dalam penilaian proposal 
kredit/pinjaman kemitraan itu sendiri. Peneliti lain dapat memperluas penelitian 
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dengan memperhatikan pengaruh atas perubahan peraturan-peraturan tentang 
penilaian proposal pemberian kredit/pinjaman kemitraan. 
3. Dapat melakukan penelitian lebih lanjut pada objek yang sama dengan cakupan 
ruang lingkup penelitian yang lebih luas atau berbeda untuk periode selanjutnya. 
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Tabel Nilai Kritis untuk Koefisien Korelasi Peringkat Spearman 
 
                                                n       = 0,05      = 0,01 
                                                4       1,000 
                                                5       0,900          1,000 
                                                6       0,829          0,943 
                                                7       0,714          0,893 
                                                8       0,643          0,833 
                                                9       0,600          0,783 
                                              10       0,564          0,746 
                                              12       0,506          0,712 
                                              14       0,456          0,645 
                                              16       0,425          0,601 
                                              18       0,399          0,564 
                                              20       0,377          0,534 
                                              22       0,359          0,508 
                                              24       0,343          0,485 
                                              26       0,329          0,465 
                                              28       0,317          0,448 
                                              30       0,306          0,432 
 
 Sumber : Siegel, S. 1992 : Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-ilmu 
Sosial, Jakarta, Gramedia, Cetakan Ke-5, Halaman 336 
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